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D. Ta’ Marbutah

Jika kata terakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh
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Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun
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ABSTRAK

Cryptocurrency merupakan produk inovasi ekonomi modern
yang membawa polemik ranah teknologi hingga figh. Fenomena
menarik ialah cryptocurrency menurut pandangan ulama NU Jawa
Timur adalah haram sedangkan dalam pandangan ulama NU
Yogyakarta mengatakan cryptocurrency halal. Pokok masalah
penelitian ini adalah pertama, bagaimana analisis hasil putusan
bahtsul masail NU jawa timur dan Yogyakarta tentang hukum
cryptocurrency. Kedua, Bagaimana perbandingan hasil putusan
Lembaga Bahstul Masa’il Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur dan
(NU) Yogyakarta dalam menghukumi Cryptocurrency.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif
kualitatif, menggunakan jenis penelitian lapangan atau field
research. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif
doctrinal, sumber data yang digunakan yaitu, primer, sekunder, dan
sumber tersier. Metode pengumpulan data penelitian yang
dilakukan dengan wawancara, dokumentasi, dan analisis
pengumpulan data yaitu reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.

Berdasarkan analisis yang dilakukan terdapat kesimpulan
bahwa cryptocurrency dari hasil putusan bahstul masail NU Jawa
timur adalah haram disebabkan tidak memenuhi kategori ‘ain
musyahadah dan syaiin maushuf fi al-dzimmah. Sedangkan
kebolehan cryptocurrency menurut lembaga bahstul masail NU
Yogyakarta disebabkan cryptocurrency dapat diakses kedua belah
pihak, diserahterimakan dan memiliki manfaat. Adapun hasil
perbandingannya, keputusan Ulama NU Jawa Timur lebih
mendekati maslahat dan terjauh dari mafsadat. Hal ini dikarenakan
cryptocurrency tidak memiliki payung hukum yang menjamin
apabila terjadi bahaya spekulasi(gharar) maupun
maysir(perjudian) disebabkan sifatnya yang sangat fluktuatif.

Kata kunci: Cryptocurrency, Bahtsul Masail, Nahdlatul Ulama
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hukum Islam, muamalah merupakan bagian
yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia
lainnya.! Mengatur hubungan dua belah pihak atau lebih baik
manusia atau subjek hukum atau badan hukum seperti
perseroan, Yyayasan, negara dan lainnya.>  Seiring
pembaharuan zaman, dalam sebuah transaksi ekonomi
(muamalah) dibutuhkan sebuah alat tukar yang praktis untuk
mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup sesama
manusia. Sebab sangat tidak praktis apabila setiap individu
dalam memenuhi kebutuhannya harus menunggu individu
lain yang memiliki kebutuhan yang sama.?> Sehingga dengan
ini diperlukan sebuah alat tukar praktis yakni berupa uang
sebagai penunjang pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Jauh sebelum dataran Eropa berkembang pesat dan
mengenal uang dalam transaksi perekonomiannya. Islam telah

! Harisah, DKk. "Konsep Islam Tentang Keadilan Dalam Muamalah”,
Jurnal Syar’I, Vol 3, no. 2 (2020): 172.

2 Dudi Badruzaman, "Prinsip-Prinsip Muamalah dan Inplementasinya
dalam Hukum Perbankan Indonesia”, Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis Vol.
1, No. 2, (2018): 109.

® Rahmat llyas, "Konsep Uang dalam Perspektif Ekonomi Islam",
Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam, Vol. 4, no. 9, (2016): 36.

1



mengenal alat tukar uang dalam kegiatan transaksinya berupa
emas dan perak. Bahkan pengenalan alat tukar uang telah
termaktub secara eksplisit dalam al-Qur’an di beberapa ayat.
Salah satunya terdapat pada Q.S. Ali Imran Ayat 75 yang
bunyinya :

JlecRe 2 ) o s 2 sg s 2B &) o =y A 23
gl o 6 2T aus BB G ess u ) ) sy Y

O3l g L0 dn e Ofskss B G
“Di antara Ahlulkitab ada orang yang jika engkau
percayakan kepadanya harta yang banyak, niscaya dia
mengembalikannya kepadamu. Akan tetapi, ada (pula)
diantara mereka orang yang jika engkau percayakan
kepadanya satu dinar, dia tidak mengembalikannya
kepadamu, kecuali jika engkau selalu menagihnya.
Yang demikian itu disebabkan mereka berkata, “Tidak
ada dosa bagi kami terhadap orang-orang umi.”
Mereka mengatakan hal yang dusta terhadap Allah,
padahal mereka mengetahui.”

Para ulama Figih menafsirkan makna emas dan perak
sebagai alat tukar dengan dinar dan dirham. Sebelumnya
manusia bertransaksi dengan cara barter atau tukar menukar
barang.’

Dewasa ini perkembangan pemakaian digital dalam
kehidupan manusia dikenal dengan masa Revolusi Industri
4.0 dengan perkembanganya yang begitu tidak bisa

4 Ibid,. 36.



dibendung.>  Diantaranya  adalah  dengan  adanya
perkembangan  digitalisasi  dalam  sistem  transaksi
perekonomian yang dikenal dengan istilah E-Commerece®’.
Tidak hanya model transaksi yang mengalami digitalisasi,
namun juga alat tukar mata uang turut mengalami perubahan
bentuk seiring dengan perkembangan zaman. Perkembangan
zaman Yyang tidak bisa dibendung lajunya mendorong
ditemukannya bentuk mata uang baru sebagai alat tukar
dalam transaksi digital. Diantaranya adalah E-Money yang
pada era ini telah banyak beredar berupa kartu debit, smart
card dan e-cash bahkan yang paling marak digunakan saat ini
adalah mata uang kripto atau cryptocurrency®

Cryptocurrency merupakan sebuah tekhnologi untuk
membuat mata uang digital menggunakan kriptografi sebagai

® Farid Abdullah, “Fenomena Digital Era Revolusi Industri 4.0,”
Jurnal Dimensi DKV Seni Rupa Dan Desain, Vol. 4, no. 1 (2019): 48.

® E-commerce (Electronic Commerce) merupakan perkembangan
teknologi berbasis digital dengan pemanfaatan internet dalam menunjang
penjualan dan pembelian barang dan jasa. lihat di: Kasmi and Adi Nurdian
Candra, “Penerapan E-Commerce Berbasis Business To Consumers Untuk
Meningkatan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas Pringsewu,” Jurnal
AKTUAL Vol. 15, no. 2, (2017): 110.

" Kasmi dan Candra, “Penerapan E-Commerce Berbasis Business To
Consumers Untuk Meningkatan Penjualan Produk Makanan Ringan Khas
Pringsewu". Jurnal AKTUAL Vol. 15, no. 2, (2017): 110.

® Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zulfikar, “Transaksi
Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” Jurnal Al-Adalah: Jurnal
Hukum Dan Politik Islam Vol.6, no. 2, (2021): 138.



keamanannya yang tidak dapat dipalsukan.” Teknologi ini
kali pertama dikenalkan oleh Wei Dai dalam sistem
Cypherpunk tahun 1998.° Di Indonesia, aset kripto telah
diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Republik
Indonesia nomor 99 Tahun 2018 tentang kebijakan umum
penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (crypto
asset)."" Di Indonesia penggunaan mata uang virtual
cryptocurrency tidak diakui legalitasnya sebagai mata uang
resmi. Konsep cryptocurrency di Indonesia banyak di temui
berupa bitcoin sebagai alat tukar menukar elektronik."
Penggunaan transaksi mata uang cryptocurrency di
Indonesia menemukan polemik perbedaan pendapat dari
beberapa kalangan ulama.’* Dasar hukum penggunaan
cryptocurrency sebagai alat tukar tidak secara jelas termaktub

o Aditya Rafi Fauzan dan Rianda Dirkareshza, “Lex Crypto:
Perbandingan Landasan Hukum Terhadap Dampak Keberadaan Bitcoin Antara
Indonesia Dengan El Salvador,” Pandecta: Research Law Journal 16, no. 2
(2021): 323.

0 Muhammad Fuad Zain, “Mining-Trading Cryptocurrency dalam
Hukum Islam,” Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam vol. 12, no. 1, (2018):
120.

" Indri Septiani, Pandangan Hukum Islam Tentang Investasi
Cryptocurrency, skripsi Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanudin
(Banten, 2019), 2.

12 Rizal Parikesit, Jual Beli Menggunakan Bitcoin Menurut Hukum
Islam, Skripsi Universitas 17 Agustus 1945, (Surabaya, 2020), 7.

% Rahmadi Indra Tektona dan Nadya Ulfa Safilia, “Penggunaan
Bitcoin Sebagai Alat Pembayaran Zakat Menurut Perspektif Hukum Islam,”
ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan 14, no. 1 (2020): 31



dalam al-Qur’an maupun as-Sunnah sehingga menimbulkan
perbedaan pendapat di kalangan ulama. Meskipun pada
dasarnya kegiatan muamalah merupakan kegiatan yang
diperbolehkan selama tidak ada dasar yang mengatur
pelarangannya.** Prinsip ini kemudian digunakan sebagai
rujukan awal masyarakat islam indonesia dalam bermuamalah
yakni kebolehan sebagai landasan awal bermuamalah.®
Metodologi penetapan hukum atau istinbath hukum adalah
kunci pokok yang dilakukan dalam menemukan hukum
sesuatu perkara. Para fugoha ushuliyyah membahas
metodologi penetapan hukum dalam pembahasan adillat al-
ahkam yakni dalil-dalil yag menjadi pondasi dalam
menetapkan hukum Islam.

Istinbath dilakukan oleh para ulama maupun fugoha
untuk menemukan hukum terhadap sesuatu yang tidak ada
dasar hukumnya dalam nash. Imam syafi’i menuangkan
keilmuannya mengenai istinbath hukum islam dituangkan
dalam karya monumetalnya Risalah (sepucuk surat) dan Al-
Umm (ibu/induk).”® Dalam kajian keilmuan hukum
merupakan titah Allah SWT yang berhubungan dengan

14 Bagas Heradhyaksa Dkk., “Pelatihan Pemahaman Hukum Investasi
Saham Syariah Saat Pandemi Covid-19 Untuk Guru Pondok Pesantren,” Jurnal
Pengabdian Hukum Indonesia, (2022): 103.

15 Bagas Heradhyaksa, “The Jurisdiction of Sharia Supervisory Board
in Indonesia Sharia Capital Market”, SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I
7, 1n0. 9 (2020): 766,

8 Ainol Yaqin, “Desain Kontruksi Ijtihad Ushuliyah Imam Al-
Syafi’i,” Istinbayh : Jurnal Hukum 17 (2020): 246.



perilaku mukallaf baik sifatnya tuntutan, pilihan, maupun
ketetapan.'” Berkaitan dengan ijtihad, berijtihad dalam islam
hukumnya fardhu kifayah (kewajiban kolektif) maknanya
adalah apabila dalam sebuah kelompok terdapat problem
maka diantara umat islam memilih satu orang yang mampu
berijtihad mutlak maka ia dijadikan sebagai rujukan dalam
menyelesaikan masalah. Namun apabila tidak ada dalam satu
kelompok umat islam yang mampu berjtihad maka satu
kelompok tersebut akan berdosa.'® Dalil dalam berijtihad ini
terdapat dalam Al-Qur’an Q.S. An-Nisa’:59 yang bunyinya
sebagai berikut :

o3 5 06 V§WC AN sl J3290 1,420 A 1l 13 3 T
s Sl SN e AL S3LE GRS D) J3ilg b1 ) a5 oo

EB);\.ZQE :ff‘.;-/\;
“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah
dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri
(pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu
berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah
kepada Allah (Al-Qur’an) dan Rasul (sunahnya) jika
kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang
demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus
akibatnya (di dunia dan di akhirat).”

17 Ahmad Badrut Tamam, “Konsep Subyek Hukum Dalam Hukum
Islam, Hukum Positif Dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah,” Journal of
Sharia Economics 1, no. 2 (2018): 1009.

8 Abdul Wahhab Khallaf, ljtihad dalam Syar’at Islam (Jakarta:
Pustaka Al-Kautsar, 2015), 20.



Peristiwa-peristiwa hukum dari zaman ke zaman
semakin bertambah dan banyak sekali problematika baru
yang tidak diketahui hukumnya dalam nash al-Qur’an dan
Hadits. Para ulama diharuskan untuk mengkaji suatu
problem baru dan berijtihad dalam menemukan hukum
dalam masalah tersebut. Problematika baru timbul di
berbagai aspek termasuk juga dalam aspek ekonomi.
Transaksi dengan cryptocurrency adalah problem baru yang
belum diketahui hukumnya sebab tidak tertera secara jelas di
dalam nash al-Qur’an dan Hadits. Sehingga banyak ulama
yang memberikan pandangan hukum terkait halal haramnya
penggunaan cryptocurrency.™

Perbedaan pendapat ini menjadi fenomena menarik
yang perlu dikaji saat ini. Terjadi perbedaan pendapat tentang
hukum penggunaan uang elektronik jenis cryptocurrency
antara Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur
dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Yogyakarta.
Bahtsul masail yang di gelar Lembaga Bahtsul Masail PWNU
Jawa Timur di kantor PWNU Jawa Timur, Jalan Masjid Al-
Akbar Timur 9 Surabaya pada hari ahad 24 Oktober 2021
yang memberikan putusan bahwa penggunaan mata uang
elektronik  berupa  cryptocurrency  dihukumi  haram.
Penghukuman haram yang diputuskan oleh LBM-NU Jawa

19 Syahidah Rohmah and Miftahul Jannah, “Identitas Cryptocurrency :
Halal Dan Haram,” Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam 4 (2021): 195.



Timur karena cryptocurrency tidak termasuk dalam kategori
sil’ah (komoditas) secara figih disebabkan dua hal yaitu :

1. Tidak termasuk kategori ain musyahadah
2. Tidak tidak termasuk kategori maushuf fi al-dzimmah

Berdasarkan dua hal di atas, cryptocurrensy tidak
memiliki potensi untuk bisa diserahterimakan secara hissan
(indrawi) dan syar’an, dan juga termasuk aset ma’dum
(fiktif). Merujuk pada pendapat sulthanu al-Ulama al-1zz ibn
Abdi al-Salam (w.660 H), didalam al-Ghayah fi ikhtishari al-
Nihayah, Juz 3, Halaman 324 sebagai berikut :

OBy chalalls Sl ot 08 5 A B o B B SP
A 3gh - Al Ty 3ed G5 S5 sl a2 3dol Al

20 oi i A A s A U LEE
2353 B W B @ I g B B

“Rosulullah  SAW telah melarang jual beli
kandungannya-kandungan, jual beli  mulagih,
mudlamin, mulamasah, munabadzah dan jual beli
hassah, seluruhnya termasuk akad fasid. Adapun jual
beli hablah al hablah, adalah jual beli dengan harga
tempo terhadap kandungannnya hewan yang masih
dalam kandungan, atau jual beli kandungan sebelum
wujud(nampak fisik)”

20 |zz al-Din Abd as-Salam, “Al-Ghayah Fi Ikhtishari Al-Nihayah,” in
8 (beirut: Dar an-Nawadir, 1440), 324.



Berbeda dengan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul
Ulama Jawa Timur, Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul
Ulama Yogyakarta memberikan hukum bahwa penggunaan
uang elektronik atau cryptocurrency adalah halal. Hasil
rumusan Bahtsul Masail PWNU Yogyakarta yang
berlangsung pada ahad, 21 November 2011 di PPM Al-Hadi
Yogyakarta yang ditandatangi oleh Ketua Lembaga Bahtsul
Masail PWNU Yogyakarta KH. Fajar Abdul Basyir bahwa
kehalalal penggunaan uang elektronik cryptocurrency ini
telah memenuhi syarat sebagai alat tukar (al-tsaman) maupun
komoditas (al-mutsman). Dan memiliki manfaat berupa bisa
diserahterimakan(maqdur ‘ala taslimih) dan bisa diakses jenis
sifatnya oleh kedua belah pihak yang bertransaksi(ma 'luman
lil ‘agidain).”

Faktor yang menyebabkan perbedaan dikalangan para
mujtahid yaitu hukum-hukum yang sama sekali tidak ada
nash-nash yang menunjukkannya, baik yang bersifat gath’i
ad-dilalah (pasti dan hanya memungkinkan satu makna),
maupun  yang bersifat  zhanni  ad-dilalah  (yang
memungkinkan banyak makna). Dan tidak pula adanya ijma’
yang membahasnya. Hukum-hukum tersebut datang dari
ijtinad, baik berupa giyas, istishlah maupun perangkat ijtihad
lainnya. Maka disinilah timbul perbedaan pendapat ulama

2! Repulika, “Beda Dengan MUI dan NU Jatim, NU Yogyakarta
Bolehkan Kripto,” n.d., https://www.republika.co.id/berita/r2yxt7320/beda-
dengan-mui-dan-nu-jatim-nu-yogyakarta-bolehkan-kripto, diakses pada 2
januari 2022.
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dalam mengemukakan hukum suatu perkara yang tidak ada
hukumnya dalam nash.?

Menetapkan hukum kebolehan atau keharaman
penggunaan alat tukar elektronik cryptocurrensy oleh LBM-
NU Jatim maupun LBM-NU Yogyakarta masing-masing
memiliki metode istinbath atau penggalian hukum yang
serupa. Menariknya, Nahdlatul Ulama memiliki lembaga
bahtsul masail yang menggunakan metode istinbath hukum
yang sama dalam menemukan hukum suatu perkara yang
belum ada hukumnya dalam nash al-Qur’an maupun as-
Sunnah.  Namun dalam  memutuskan  Problematika
cryptocurrency ini, Lembaga Bahstul Masail NU Jatim dan
Lembaga Bahstul Masail NU Yogyakarta mempunyai hasil
putusan yang berbeda. Yang menjadi permasalahan ialah
dimana apabila otoritas negara membuat regulasi terkait
cryptocurrency, disebabkan perbedaan pendapat dari
kalangan ulama menjadi salahsatu terhambatnya pembuatan
regulasi. Pendapat para ulama ini merupakan hal penting
sebagai rujukan otoritas negara dalam membuat regulasi.

Berdasarkan dari uraian diatas penulis tertarik untuk
membandingkan hasil putusan Lembaga Bahtsul Masail
Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur dan Lembaga Bahtsul
Masail Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta dalam
menghukumi penggunaan alat  tukar  elektronik
Cryptocurrency dalam bertransaksi.

22 Abdul Wahhab Khallaf, Jjtihad Dalam Syar’at Islam, 45.
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B. Rumusan Masalah
Perumusan masalah ini dijadikan pedoman kerja,
serta untuk mencegah adanya kemungkinan timbulnya
kesalahan dalam pembahasan. Adapun yang menjadi
permasalahan dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana analisis hasil putusan Lembaga Bahtsul
Masail Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur dan Lembaga
Bahstul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta dalam
menetapkan Hukum Cryptocurrency?

2. Bagaimana perbandingan hasil putusan Lembaga Bahtsul
Masail Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur dan Lembaga
Bahstul Masa’il Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta
menghukumi Cryptocurrency?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Hasil Putusan Lembaga Bahtsul
Masail Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur dan Lembaga
Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Yogyakarta dalam
menetapkan Hukum Cryptocurrency

2. Untuk mengetahui perbandingan Hasil Putusan Lembaga
Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur dan
Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU)
Yogyakarta dalam menghukumi Cryptocurrency

D. Manfaat Penelitian
1. Sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya baik
bagi penulis maupun dikalangan akademis pada
umumnya dan memperdalam khasanah keilmuan
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mengenai  sistem pengambilan  keputusan hukum
lembaga-lembaga fatwa yang dalam hal ini adalah
Lembaga Bahstul Masa’il Nahdlatul Ulama (NU) Jawa
Timur dan Lembaga Bahstul Masa’il Nahdlatul Ulama
(NU) Yogyakarta dalam menghukumi Cryptocurrency

2. Sebagai salah satu upaya pengembangan pengetahuan
penulis dan pembaca pada umumnya mengenai hukum
penggunaan Cryptocurrency sehingga masyarakat tidak
ragu dalam bertransaksi menggunakan uang elektronik
berupa cryptocurrency.

E. Telaah Pustaka
Untuk melengkapi karya tulis ilmiah berupa skripsi,
penulis mengemukakan sekilas gambaran penelitian yang
lebih dulu membahas tentang transaksi cryptocurrency.
Diantaranya sebagai berikut:

Skripsi Alvia Rahayu Puspita, NIM C92217065,
Mahasiswa UIN Sunan Amperl Surabaya, dengan judul
“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi
Digital Cryptocurrency Pada Mata Uang Digital
Bitcoin” di dalam skripsinya terdapat perumusan masalah
tentang  bagaimana  prosedur investasi  digital
cryptocurrency pada mata uang bitcoin dengan trading
platform indodax, dan bagaimana analisis hukum islam
pada praktik invetasi digital cryptocurrency pada mata
uang bitcoin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
prosedur investasi digital cryptocurrency pada uang
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digital bitcoin dapat dilakukan dengan dua macam
metode jual beli, pertama cara menjual belikan bitcoin
secara instan dan menjual belikan bitcoin secara limit.
Hasil peneletian ini selanjutnya menunjukkan bahwa
investasi digital cryptocurrency pada mata uang bitcoin
dihukumi tidak sah dalam islam, sebab terdapat unsur
gharar yang terkandung dalam mata uang digital
bitcoin.”

Skripsi dari Achmad Wafyudin Nurillah, NIM
1402036133, Mahasiswa UIN Walisongo Semarang.
Dengan judul “Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dan
Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa
Timur tahun 2018 tentang Bitcoin)” dalam skripsinya
terdapat rumusan masalah tentang bagaimana keputusan
Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Tentang Bitcoin dan apa
metode penetepan hukum yang digunakan Nahdlatul
Ulama dalam memandang Bitcoin. Hasil dari penelitian
ini menunjukkan bahwa menurut hasil keputusan Bahsul
Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU)
Jawa Timur di PP Sunan Bejagung Semanding Tuban
pada Sabtu-Ahad, 24-25 Jumadil Ula 1439 H /10-11
Februari 2018 M, para Ulama NU mengkatagorikan
Bitcoin sebagai harta virtual, karena dari beberapa

28 Alvia Rahayu Puspita, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik
Investasi Digital Cryptocurrency Pada Mata Uang Digital Bitcoin” Skripsi
Universitas Islam Negri Sunan Ampel, (Surabya, 2021), 76.
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rujukan kitab mu’tabarah Bitcoin telah memiliki unsur
harta yaitu berharga dan bernilai, sehingga dengan
terpenuhinya kondisi harta maka Bitcoin sah untuk
digunakan sebagai alat pembayaran atau transaksi,
Namun, karena Bank Indonesia secara tegas melarang
penggunaan Bitcoin sebagai alat tukar, maka penggunaan
Bitcoin untuk tujuan transaksi pembayaran tidak sah.
Adapun metode yang digunakan Lembaga Bahtsul Masail
PWNU Jawa Timur terkait pandangan figh tentang
penggunaan bitcoin sebagai alat transaksi maupun
investasi  menggunakan  metode ilhaqgi, yakni
menyamakan sesuatu yang sudah ada Kkeputusan
hukumnya dengan masalah yang dicari jawaban
hukumnya.**

Skripsi oleh Muhammad A’rif Su’udi NIM
17220147 Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim
Malang dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Aset Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan
Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset
Kripto (Crypto Asset)”, dalam penelitannya terdapat
rumusan masalah tentang bagaimana pandangan hukum
Islam terhadap aset kripto sebagai komoditi dan

¢ Achmad Wafyudin Nurillah, “Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dan
Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama (PWNU) Jawa Timur Tahun 2018 Tentang Bitcoin)" Skripsi UIN
Walisongo Semarang, Walisongo.Ac.ld (UIN Walisongo, 2018), 106.
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bagaimana hukum bertransaksi aset kripto di bursa
berjangka perspektif hukum Islam. Hasil dari penelitian
ini menunjukkan bahwa berdasarkan pasal 1 No. 2 UU
PBK, Komoditi Digital atau Komoditi Kripto dari Sistem
blockchain dapat dikategorikan sebagai hak dan
kepentingan, sehingga masuk aktegori komoditi dalam
UU No. 10 Tahun 2011. Berdasarkan hukum islam
komoditi Kripto termasuk dalam kategori barang atau
jasa dan kepentingan lainnya yang memiliki nilai
berharga dan dapat diperdagangkan. Dan juga secara
praktiknya aset kripto yang digunakan sebagai komoditi
dalam perdagangan berjangka di Indonesia telah
memenuhi unsur syariah.”

Jurnal penelitian dari Haridian Satia Jati dan
Ahmad Arif Zulfikar yang berjudul “Transaksi
Cryptocurrency Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”
dimana dalam penelitiannya terdapat perumusan masalah
bagaimana transaksi menggunakan Cryptocurreny dalam
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Dalam penelitian
ini menunjukkan bahwa transaksi menggunakan mata
uang kripto tergolong tidak memiliki kejelasan baik dari
segi kualitas maupun kuantitas sehingga memilki unsur

% Muhammad A’rif Su’udi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Aset
Kripto Sebagai Komoditi Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99
Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan
Berjangka Aset Kripto (Crypto Asset)” Skripsi Universitas Islam Negeri
Maulana Malik Ibrahim, (Malang, 2021), 59.
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gharar. Maka hukum dalam menggunakan mata uang
kripto adalah haram lighoirihi.”®

Jurnal llmiah dari Dewi Indrayanti Hamin dalam
penelitiannya yang berjudul “Crypto Currensi Dan
Pandangan Legalitas Menurut Islam: Sebuah Literature
Review” dalam penelitian ini memberikan rumusan
masalah bagaimana gambaran tentang bitcoin dan
bagaimana pendapat para ulama berdasarkan syariat
islam. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa
eksistensi Cryptocurrency berupa bitcoin bisa dianggap
legal jika memenuhi syarat keamanan berbisnis dan
jaminan hukum dan peraturan dalam suatu negara.
Terdapat judi dan gharar yang terkandung dalam
transaksi cryptocurensy bitcoin sehingga hukum islam
berdasarkan Alqur’an dan Hadist mengatakan model
currensi ini haram.”

F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan cara atau metode yang
ditempuh dalam mencari, menggali dan membahas data
dalam suatu penelitian, untuk memperolen kembali

% Hardian Satria Jati dan Ahmad Arif Zukfikar, Transaksi
Cryptocurrency, 146.

%" Dewi Indrayani Hamin, “Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas
Menurut Islam: Sebuah Literature Review,” Jurnal lImiah Manajemen Dan
Bisnis, vol. 3, (2020), 138.
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pemecahan terhadap suatu permasalahan. Dalam penelitian
ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut :
1. Jenis Penelitian
a) Jenis penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian
kepustakan dengan mengambil bentuk penelitian
normative (doktrinal), penelitian ini merupakan
proses untuk menemukan aturan hukum maupun
prinsip-prinsip hukum guna menjawab isu hukum.
Pada penelitian hukum ini. acapkali hukum
dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam
peraturan  perundang-undangan  atau  hukum
dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang
merupakan patokan berperilaku manusia yang
dianggap pantas.’®
b) Jenis penelitian yang dimaksud penulis adalah
penelitian kepustakaan (library research) vyaitu
dengan meneliti bahan pustaka berupa buku-buku
yang berkaitan dengan topik penelitian ini. Yaitu
tentang Cryptocurrency persepektif Lembaga
Bahtsul Masa’il Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur
dan Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU)
Yogyakarta
2. Jenis Data
a) Data Primer, yakni data penelitian yang didapatkan

%8 suteki dan Galang Taufani, Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat,
Teori Dam Praktik) (Depok: PT. Raja Grafindo Persada, 2018), 147.
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secara langsung melalui sumbernya. Pada penelitian
ini penulis mendapatkan sumber data primer melalui
wawancara pihak Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul
Ulama Jawa Timur dan Yogyakarta.

b) Data sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang
mengikat®.  Dalam  penelitian  ini  peneliti
menggunakan bahan hukum berupa kodifikasi hasil
keputusan hukum Lembaga Bahtsul Masail Nahdlatul
Ulama (NU) Jawa Timur dan Yogyakarta.

3. Metode Pengumpulan Data
Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan,
maka metode pengumpulan data yang dipakai adalah
dengan wawancara, dan studi dokumen, meliputi studi
bahan hukum primer, sekunder, dan tersier berupa hasil
putusan bahtsul masail tentang cryptocurrency, menelaah
literatur-literatur kepustakaan lainnya, dan buku-buku
yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang
diteliti.
4. Metode Analisa Data
Menganalisa data yang terkumpul, maka penulis
menggunakan metode kualitatif, dengan mengambil jenis
doktrinal yaitu penelitian ini merupakan proses untuk
menemukan aturan hukum maupun prinsip-prinsip

% |bid,. 216.
® Syratman dan H. Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum
(Bandung: Alfabeta, 2015), 123.
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hukum guna menjawab isu hukum.* Pada penelitian

hukum jenis ini, acapkali hukum dikonsepkan sebagai apa

yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Hal
ini dimaksudkan agar kesimpulan yang diberikan selalu
jelas dasar faktualnya sehingga semuanya dapat
dikembalikan langsung pada data yang telah diperoleh.

Adapun langkah-langkah dalam analisis data
kualitatif meliputi :

a) Reduksi data, yaitu memilah-milah data, kemudian
disesuaikan dengan tujuan. Reduksi data disini
maksudnya peneliti menggunakan bahan hukum
berupa kodifikasi hasil keputusan hukum Lembaga
Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur
dan Yogyakarta tentang Cryptocurrency

b) Display data, yaitu digunakan untuk dapat melihat
gambaran keseluruhan atau bagian-bagian tertentu
dari gambaran keseluruhan. Dalam display data,
penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk matrik,
bagan, maupun narasi.

c) Kesimpulan dan verifikasi, adalah menyimpulkan
hasil penelitian yang telah dilakukan. Yaitu mengenai
hasil  Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama tentang
hukum cryptocurrency

31 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2013), 39.
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G. Sistematika Penulisan

Mendapatkan gambaran yang jelas serta memperoleh

pembahasan secara global dalam skripsi ini, penulis bagi
menjadi lima bab dimana kelima bab tersebut akan penulis
uraikan menjadi sub-sub bab satu dan yang lainnya saling
berkaitan sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Sehingga
sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi di Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Secara keseluruhan, sistematika penulisannya adalah

sebagai berikut :

BAB |

BAB Il

BAB Il

:PENDAHULUAN

Merupakan Pendahuluan yang terdiri dari: Latar
Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan
Dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian,
Sistematika Penulisan

:KERANGKA TEORI

Gambaran umum tentang istinbath hukum,
Nahdlatul Ulama, Mata Uang dan
cryptocurrency. Bab ini merupakan landasan
teori yang akan digunakan untuk membahas bab-
bab selanjutnya. Bab ini terdiri dari tiga Sub
yakni: Istinbath Nahdlatul Ulama, Mata Uang
dalam Islam, dan Cryptocurrency

:HASIL KEPUTUSAN LAIJNAH
NAHDLATUL ULAMA TENTANG
CRYPTOCURRENCY

Hasil Keputusan Lembaga Bahtsul Masail
Nahdalatul Ulama (NU) Jawa Timur dan



BAB IV

BAB V
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Lembaga Bahtsul Masail Nahdalatul Ulama (NU)
Yogyakarta terkait cryptocurrency.

:ANALISIS PERBANDINGAN.

Bab ini berisi menganalisis perbandingan hasil
putusan Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (NU)
Jawa Timur dan Yogyakarta mengenai hukum
cryptocurrency .

:PENUTUP.

Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil
pemahaman, penelitian dan pengkajian terhadap
pokok masalah, saran-saran dan penutup.



A.

BAB |1

GAMBARAN UMUM TENTANG ISTINBATH
NAHDLATUL ULAMA, MATA UANG DALAM

ISLAM, CRYPTOCURRENCY

Istinbath Nahdlatul Ulama
1. Berdirinya Nahdlatul Ulama (NU)

Berdasarkan istilah nahwu (gramatikal arab),
makna Nahdlah dari Nahdlatul Ulama ialah bangkit sekali.
Berasal dari kata nahdlah yakni 3, ,anae yakni masdar
yang menunjukkan sekali. Dengan makna, sekali bangkit
tetaplah bangkit dan tidak akan mengalami kemunduran
meskipun setapakpun. Bangkit menuju kejayaan, menuju
peradaban mencapai puncak keemasan dan kemenangan
disemua aspek kehidupan yang dicita-citakan.

Nahdatul ulama terdiri dari dua kata yakni nahdlah
dan ulama. Makna dari kata ulama ialah orang-orang yang
alim dan pintar. Orang alim disini dimaknai bukan hanya
bias memahami kitab kuning, tapi juga faham mengenai
pergantian waktu, flora-fauna, dan fenomena alam ciptaan
tuhan sebagai keteguhan iman dalam galbu, memperluas
pengetahuan, cakrawala pemikiran dan menambahkan
ketagwaan kepada tuhan sebagai sang kholig yakni Allah
SWT.*

%2 Jamal Ma’mur Asmani, Menatap Masa Depan NU, Membangkitkan

Spririt Tashwirul Afkar, Nahdlatul Wathan Dan Nahdlatul Tujjar (Yogyakarta:
Aswaja Pressindo, 2016), 2.

22
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Nahdlatul ulama secara istilah memiliki definisi
sebagai jam ’iyyah diniyah yang berhaluan Ahlu as-Sunnah
waal Jama’ah® yang berdiri pada 16 Rajab 1344 H atau
bertepatan pada tanggal 31 Januari 1926 M yang didirikan
oleh KH. Hasyim Asy’ari beliau sebagai murid dari
Syaikhona Kholil Bangkalan. Di kota Surabaya.*

Nahdlatul ulama (NU) yang berdiri sejak pada
tanggal 31 Januari 1926 dengan waktu yang tidak terbatas
kini menjadi organisasi kemasyarakatan islam terbesar di
Indonesia. Posisi NU dalam lingkup warga jami iyyah yang
bermukim di daerah pedesaan Jawa dan Madura seringkali
menjadi kelompok marginal yang kurang diperhitungkan
dalam wacana pemikiran islam di Indonesia. Meskipun
demikian, NU sebagai organisasi keagamaan dalam
naungan kepemimpinan kyai dan para ulama selalu
mempertahankan tradisi keagamaan yang berkembang
dilapisan masyarakat dengan mengintegralisasikan tradisi
masyarakat tanpa mengurangi eksistensi nilai-nilai pokok
Islam.

Didirikannya Nahdlatul Ulama sebagai bentuk
penerus estafet perjuangan para Walisongo sebagai
penyebar agama islam di Pulau Jawa, ajaran keislaman
yang dibawa oleh Walisongo ini selaras dengan irama

% Ahmad Zahro, Tradisi Intelektual Nu (Lajnah Bahtsul Masa'’il
1926-1999) (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, n.d.), 15.

34 Mohammad Salik, Nahdlatul Ulama Dan Gagasan Moderasi Islam
(Malang: PT. Literindo Berkah Jaya, 2020), 44.
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Ahlussunnah Wal Jamaah yang kemudian ajarannya
dilestarikan oleh generasi selanjutnya, serta amalan dari
berbagai umat islam di Nusantara khususnya Pulau Jawa,
dengan beraliran Sunni ber-Madzhab Syafi’'l dalam
masalah kajian bidang figh, dan Abu Hasan al-Asy’ari
dalam kajian teologi atau tasawufnya.

Dalam bentuk awal NU berdiri hanya berjuang
dalam kepentingan keagamaan tradisionalis yang dianut
oleh lapisan masyarakat. Tujuan didirikannya NU
berdasarkan Anggaran Dasar NU yang pertama, NU berdiri
untuk memegang dan menegakkan salah satu dari empat
madzhab yang mengerjakan sesuatu yang menjadi
kemsalahatan bangsa. Namun seiring berjalan dan
berkembangnya dinamika problematika warga nahdliyin,
NU terlibat dalam berbagai kegiatan poilitik praktis.

Fajrul Falah, salah seorang tokoh muda NU,
meringkas tiga alasan pokok didirikannya NU :

a. Aksi kultural untuk bagsa, maksudnya adalah
menggunakan  strategi mengintegralisasi  atau
mengakulturasikan agama dengan budaya masyarakat
setempat dalam mengenalkan islam kepada lapisan
masyarakat.

b. Aktivitas yang memberikan gambaran dinamika berfikir
khalayak muda, serta

c. Usaha memperjuangkan dan membela keprihatinan
keagamaan internasional, yakni munculnya gearakan
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wahabiyah yang berusaha menghilangkan segala
khurafat yang ada di kota suci.*

NU berdiri berada dalam naungan ulama dan kyai
pesantren. Pendiri NU antara lain yakni : KH. Hasyim
Asy’ari, KH. Abdul Wahab Chasbullah, KH. Asnawi dan
para Ulama lainnya. KH. Hasyim Asy’ari merupakan Rais
Akbar pertama PBNU. NU merupakan Jam 'iyyah Diniyyah
Islamiyyah dengan agidah ahlusunnah wal jamaah
berdasarkan madzhab dari salah satu empat madzhab figh
yakni imam syafi’i.

Dalam Nahdlatul Ulama, terdapat bagian khusus
untuk mengurusi masalah ijtihad hukum islam yakni
Lajnah Bahtsul Masail. Sistem pengambilan keputusan
pertama dalam Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (BMNU)
diputuskan dalam Munas (Musyawarah Nasional) alim
Ulama NU di Bandar Lampung pada 21-25 Januari 1992.

Bahstul masail merupakan forum resmi Nahdlatul
ulama dalam menemukan keputusan hukum berbagai
problematika kegamaan dalam lapisan masyarakat terutama
terkait masalah dalam bidang figh.

Bahtsul Masail al-Diniyah merupakan salah satu
forum resmi Nahdlatul Ulama untuk mendiskusikan
permasalahan keagamaan dan memberikan solusi atau
menetapkan keputusan dari hasil musyawarah yang diikuti

% Imam Yahya, Dinamika ljtihad NU (Semarang: Walisongo Press,
2008), 2.
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oleh para ulama dan kyai atau seorang ahli sesuai bidang
problematika yang dibahas.?

Melalui forum Bahtsul Masail, Para Ulama NU
bertindak  aktif mengadakan pembahasan terkait
problematika yang muncul dan berusaha optimal untuk
memecahkan masalah yang ada. Hal ini disebabkan
problematika dalam kehidupan masyarakat tiada hentinya
bermunculan sebagai akibat perkembangan zaman yang
sangat cepat lajunya.’” Sementara itu didalam al-Qur’an
hukum-hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat
tidak secara gamblang dapat dipahami oleh orang awan.
Sehingga peran ahli sangat dibutuhkan untuk memutuskan
problematika baru yang muncul seiring berkembangnya
zaman.

Menurut masyarakat NU atau dikenal dengan
warga Nahdliyin, Forum Bahtsul Masail tidak hanya
dikenal sebagai forum membahasa kitab-kitab klasik.
Bahkan juga merupakan sebuah lembaga dibawah naungan
NU vyang menjadi tonggak cakrawala. Karenanya
terputuskan problematika-problematika masyarakat yang
termuat dalam fatwa-fatwa yang dihasilkan dari
musyawarah hukum para ulama dan fatwa tersebut
tersosialisasikan diberbagai daerah di Indonesia. Bahkan

67.

% zahro, Tradisi Intelektual Nu (Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999),

¥ Nurotun Mumtahanah, “Bahtsul Masail NU (Sebuah Kritik

Metodologi),” Akademika Vol. 10, no. 2, (2016), 154.
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bagi warga Nahdliyin yang awam, rujukan dalam praktik
kehidupan bermasyarakat didasarkan pada hasil bahtsul
masail dari para ulama NU.*®

Bahtsul Masail atau LBM Diniyah di lingkungan
NU merupakan lembaga yang memberikan keputusan
hukum atau fatwa-fatwa terkait dengan bidang
keagamaan.*® Dalam AD ART NU butir F pasal 16
menyebutkan bahwa tugas Bahtsul Masail adalah
menghimpun, membahas dan memcahkan masalah-masalah
yang mauquf dan waqi’iyah yang harus segera mendapat
kepastian hukum.*® Dengan ini, dapat ditarik kesimpulan
bahwa bahtsul masail dinilai mampu untuk membumikan
nilai keislaman serta mengakomodir berbagai pemikiran
para ahli yang relevan selaras dengan perkembangan
zaman.

Sebagai lembaga dalam memutuskan perkara,
bahtsul masail menyadari bahwa tidak semua kasus
terdapat hukum yang dapat diambil langsung berdasarkan
nash-nash al-Qur’an maupun as-Sunnah. Sehingga
pembentukan hukum selain Nash-nash al-Qur’an dan
Sunnah membutuhkan nalar kritis para ahli melalui proses
ijtihad. Banyak sekali nash — nash yang tidak bias diambil

% yahya, Dinamika ljtihad NU, 39.

¥ ibid., 40.

0 Miftahul Ulum dan Abd Wahid, “Fikih Organisasi (Reaktualisasi
Sejarah Nahdlatul Ulama (NU) Di Indonesia),” Al-Insyiroh: Jurnal Studi
Keislaman, vol. 5, no. 2, (2019), 5.
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sebagai hukum sehingga perlu dilakukan ijtihad maupun
istinbath hukum melalui berbagai kajian, baik kajian
kebahasaan maupun esensi makna yang terkandung
didalamnya.

Dalam praktiknya, NU melaksanakan bahtsul
masail NU pertama kalinya pada 13 Rabi al-Tsani 1345H/
21 Oktober 1962 M.*' namun pada kenyataanya praktik
bahtsul masail ini telah dilakukan oleh masyarakat NU jauh
sebelum NU berdiri.* Dimana biasanya praktik Bahtsul
Masail ini dilakukan oleh para santri dilingkungan
pesantren. Bahtsul masail ini dilakukan oleh para ulama
dan kyai NU dengan beberapa metode ijtihad.

2. Metode Istinbath Nahdlatul Ulama (NU)
Dalam menjawab berbagai permasalah keagamaan,

NU dengan lembaga bahstul Masailnya menggunakan 3

metode ijtihad, yakni gauli, ilhagi, dan manhaji.

a. Metode Qouli, yakni metode istinbath Nahdlatul ulama
untuk menjawab permasalah hukum keagamaan
termasuk didalamnya bidang figh dengan mencari
jawaban berdasarkan kitab-kitab figh dari madzhab
empat sebagai bahan acuan dan rujukan sebagai dasar
untuk menetapkan hukum.

4 zahro, Tradisi Intelektual Nu (Lajnah Bahtsul Masa’il 1926-1999),
68.

“2 Miftahul Ulum dan Wahid, “Fikih Organisasi (Reaktualisasi Sejarah
Nahdlatul Ulama (NU) Di Indonesia),” 64.
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b. Metode ilhagi, yakni metode istinbath NU untuk
menjawab kasus atau problematika baru dengan
menyamakan hukumnya terhadap problematika yang
telah ada hukumnya yang mana permasalahan tersebut
serupa. Problematika baru ini dijawab dengan hukum
problematika yang serupa yang dihasilkan dari pendapat
ahli maupun pendapat dalam kitab.

c. Metode manhaji, yakni metode istinbath hukum NU
yang menjawab permasalahan yang dilakukan oleh
bahstul masail dengan didasarkan kaidah-kaidah figh
yang telah disusun oleh para fugoha.*

B. Mata Uang Dalam Islam
Dewasa ini keberadaan uang tidak dapat dipisahkan
dari sudut pandang ekonomi.** Sebelum mengenal uang
manusia bertransaksi dengan sistem barter.* Lambat laun
manusia mengalami kesulitan dalam pemenuhan kebutuhan
sehari-hari menggunakan sistem barter. Kesulitan tersebut

3 yahya, Dinamika ljtihad NU, 46-53.

“ puslitbang Aptika dan IKP, Perkembangan Ekonomi Digital Di
Indonesia, vol. 3 (Jakarta: Pusat Penelitian dan Pengembangan Aplikasi
Informatika dan Informasi dan Komunikasi Publik Badan Penelitian dan
Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika,2019), 1.

% Edwin Ariesto Umbu Malahina dan Agustina Clarissa Huko
Langoday, “Analisa Kebutuhan Pengembangan Model System Barter Di Era
Pandemik Covid-19 Berbasis Website,” Jurnal Teknologi Informasi 5, no. 1
(2021): 78
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banyak terjadi dalam sistem barter dimana seringkali sulit
mendapatkan barang yang sesuai dengan kebutuhan.*

Dalam islam sendiri uang dikenal dengan istilah
nuqud. Sebelumnya bangsa arab menggunakan mata uang
yang berasal dari emas, tembaga maupun perak.*” Uang kertas
sendiri muncul setelah adanya perang dunia pertama 1914 M,
setelah adanya kejadian tersebut banyak negara yang melarang
aktivitas transaksi menggunakan emas, perak maupun
tembaga.”®
1. Pengertian Uang

Pada dasarnya adanya uang ialah berasal dari
kesepakatan tidak tertulis para pihak dalam bertransaki
sebagai alat pembayaran.* Pada hakikatnya uang ialah
segala jenis alat tukar yang diterima secara umum baik
berupa benda apapun yang disepakati setiap orang sebagai
alat pembayaran barang dan jasa.*

Fugoha menyebutkan bahwa uang difungsikan
sebagai tolak ukur standar harga suatu barang, media

# Sepri Wulan Sari, “Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa
Ke Masa,” An-Nishah: Jurnal Ekonomi Syariah , Vol. 3, no. 1 (2016): 40.

" Denny Febriansyah dan M Litt, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Transakasi Uang Elektronik,” Jurnal laitf Dumai 1, no. 2 (2019): 54.

8 Sofiah, Ana Pratiwi, dan Nadia Azalia, Konsep Uang Dalam Al-
Qur’an (Bandung: CV. Media Sains Indonesia, 2020), 7.

“ Septi wulan Sari, “Perkembangan Dan Pemikiran Uang Dari Masa
Ke Masa,” 42.

% Nurul Jannah, “Ekonomi Moneter Dan Keuangan Islam” (UIN
Sumatera Utara, 2020), 1.
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transaksi pertukaran. Media simpanan oleh manusia.”*
Teori ekonomi mengatakan bahwa uang ialah simbol
komoditi yang akan ditukar, atau alat tukar yang dikaitkan
sesuatu yang berharga dengan nilai guna bagi manusia.
Sedangkan teori ekonomi tradisional uang adalah barang
atau benda apapun yang disepakati oleh umum sebagai
alat tukar barang dan jasa.>® Teori modern mendefinisikan
uang sebagai barang yang tersedia dan diterima secara
umum sebagai alat pembayaran, kekayaan berharga,
sebagai pembayaran hutang atau penunda pembayaran.™
Diera perkembangan perekonomian modern, uang
memegang peranan penting bagi semua kegiatan
bermasyarakat. Uang menjadi kebutuhan bahkan penentu
kestabilitas dan kemajuan perekonomian suatu negara.

2. Uang Dalam Perspektif Hukum Islam
Berdasarkan ekonomi islam, Uang dikenal
dengan istilah an-nagdu-nuqud. Artikata al-naqd ialah
yang baik dari dirham, membedakan dirham, dan an-naqd

! Mawar Jannati Al Fasiri dan Abdul Aziz, “Uang Dalam Tinjauan
Ekonomi Islam,” Ecopreneur: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam 2, no. 1 (2021):
101.

52 Muchammad Ichsan, “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi
Islam,” Profetika: Jurnal Studi Islam 21, no. 1 (2020): 28.

5 Jamaluddin, “Fiat Money: Masalah Dan Solusi,” Jurnal Akuntansi
Multiparadigma 4, no. 1 (2013): 258.
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berati tunai.>* Nuqud sebagai istilah uang dalam islam,
seringkali  tidak digunakan bangsa arab untuk
menunjukkan harga, mereka menggunakan istilah dinar
untuk menunjukkan mata uang emas dan istilah dirham
untuk menujukkan mata uang perak. Selain isitilah
tersebut, bangsa arab juga menggunakan istilah wariq
untuk menunjukkan dirham perak, dan istilah ‘ain untuk
menunjukkan dinar emas.”

Pengetian lain dari nuqud(dinar dan dirham)
menurut Abu Ubaid vyakni nilai harga sesuatu.®
Maksudnya dinar dan dirham adalah tolak ukur nilai
pembayaran barang dan jasa. Menurut Al-ghazali dinar
dan dirham berfungsi sebagai hakim penengah diantara
seluruh harta. Sehingga seluruh harta bisa diukur dengan
keduanya®. Hal ini menunjukkan bahwa uang adalah
standar untuk nilai harga komoditas.

3. Fungsi Uang

Seiring perkembangan waktu yang tidak bisa

terbendung, uang tidak lagi hanya berposisi sebagai alat

5% Ressi Susanti, “Sejarah Transformasi Uang Dalam Islam,” Aglam:
Journal of Islam and Plurality 2, no. 1 (2018): 34.

% Rahmat Ilyas, “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam,”
Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam 4, no. 9 (2016): 36

*® Ibid.,

%7 Ima Amaliah, “Reposisi Fungsi Uang Dalam Perspektif Islam Serta
Implikasinya Terhadap Perekonomian,” Jurnal Kajian Ekonomi dan
Pembangunan,Vol.10, No.1, (2014): 51.
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tukar.”® Perkembangan zaman merubah uang memiliki

fungsi lain daripada sebelumnya yang bermanfaat bagi

penggunanya. Perubahan terhadap fungsi uang didasarkan
pada kebutuhan manusia yang semakin beragam. Fungsi-
fungsi uang pada dasarnya berikut ini:

a. Alat tukar menukar uang (medium of exchange).
Uang menjadi alat pembayaran atau alat tukar harus
berdasarkan  penerimaan/jaminan  kepercayaan.®
Dalam perekonomian modern, jaminan uang sebagai
alat tukar diberikan oleh negara berdasarkan undang-
undang atau keputusan berkekuatan hukum.®

b. Uang sebagai standar ukuran harga dan unit
hitungan.

Secara sengaja uang diciptakan untuk menunjukkan
harga suatu barang dan jasa, kekayaan dan
menghitung besar kecilnya hutang. Sebagaimana
yang dimaksudkan oleh imam ghazali bahwa Allah
menciptakan dirham dan dinar sebagai hakim
pengadil diantaranya kekayaan, berdasarkan dinar
dan dirham harta kekayaan dapat dinilai dan diukur®*

5 Takiddin, “Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” SALAM:
Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-1 Vol. 1, no. 2 (2014): 206.

% Abdul Ghafur, “Uang Dalam Perspektif Ekonomi islam,”
Igtishodiyah, Vol. 3, no. 1 (2017): 5.

8 Faisal Affandi, “Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam,”
Jurnal Ekonomi Syariah 1 (2020). 86.

81 Muhammad Muklisin, “Ikhtiar Menjadikan Dinar-Dirham Sebagai
Mata Uang Di Indonesia,” Equilibrium 1, no. 2 (2013): 286.
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c. Uang sebagai media penyimpan nilai.
Fungsi ini dimaksudkan bahwa orang yang memiliki
uang tidak mengeluarkannya secara sekaligus,
namun juga menyisihkannya untuk membeli barang
dan jasa yang ia butuhkan, atau disimpan dalam
keadaan yang tak terduga.®’ Pada dasarnya uang
memiliki konsep flow concept, dimana uang harus
selalu mengalir dan beredar ditengah masyarakat
untuk menghidupkan perekonomian.® Namun uang
sebagai media penyimpan nilai hanya terjadi pada
dirham dan dinar. Sebagaimana pendapat seorang
ekonom michael maloney yang menyatakan fungsi
uang sebagai penyimpan nilai apabila uang
berbentuk emas dan perak. Namun yang paling
penting dari fungsi uang ialah nilainya yang stabil.**

d. Uang sebagai alat pembayaran yang sah(legal
tender)
Sebagai alat pembayaran yang sah uang harus
didukung, diakui, serta dilindungi negara.”®

62 Aini Masruroh, “Mengelola Keuangan Secara Syariah Dalam
Rangka Menumbuhkan Good Money Habit,” Al-Iqgtishad: Journal of Islamic
Economics 5, no. 1 (2015): 94.

88 Azharsyah lbrahim Dkk. Pengantar Ekonomi Islam (Jakarta:
Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah - Bank Indonesia, 2021), 406.

® Muhammad Ichsan, “Konsep Uang Dalam Perspektif Ekonomi
Islam,” 37.

% Putri Wulandari, “Perlindungan Konsumen Atas Uang Kembalian
Dalam Transaksi Jual Beli Pada Mini Market Raja Kota Jambi Menurut
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Sebagaimana mata uang rupiah sebagai legal tender
memiliki kekuatan dengan adanya undang-undang
no.7 tahun 2011 yang mengatakan bahwa uang yang
sah sebagai alat pembayaran ialah rupiah. Fungsi
uang sebagai alat pembayaran masih berjalan namun
kurang optimal. Hal ini disebabkan kenaikan harga
dan inflasi yang berpengaruh terhadap daya beli
uang atas suatu barang dan jasa.

e. Uang sebagai standar pembayaran hutang
Difungsikan sebagai standar pembayaran hutang
(standard for deffered payment). Hal ini erat
kaitannya dengan penerimaan uang sebagai alat tukar
dalam masyarakat. Adanya uang mampu digunakan
sebagai alat pembayaran hutang dengan cepat dan
tepat. Dengan uang dapat menentukan seberapa
besar hutang piutang yang harus diterima atau
dibayarkan.®®

4. Syarat Uang
Agar difungsikan sebagai alat tukar yang baik,
maka benda yang digunakan sebagai alat tukar harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999” Skripsi Universitas Islam Negeri
Sulthan Thaha Saifuddin, (Jambi: 2019), 25.

% Faisal Affandi, “Fungsi Uang Dalam Perspektif Ekonomi Islam,”
87.
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Diterima dan diakui sebagai alat transaksi secara
umum, dapat dikatakan sebagai uang apabila
disepakati dan diakui oleh masyarakat, baik sebagai
alat tukar maupun sebagai alat pembayaran hutang.
Mudah disimpan. Maksud dari mudah disimpan
adalah uang harus diciptakan dari barang yang
fleksibel, dimana uang dapat disimpan dalam barang
yang kecil dengan jumlah nominal yang besar.
Mudah dibawa, Uang merupakan alat tukar yang
berpindah-pindah posisi akibat adanya pertukaran
maupun transaksi. Sehingga uang diharuskan sebagai
barang yang mudah dibawa dan berpindah-pindah
tempat tanpa adanya kesusahan.

Mudah dibagi-bagi, untuk memudahkan berbagi
uang, uang dibuat berdasarkan nominal-nominal
yang beragam. Mulai dari nominal terkecil hingga
nominal terbesar dengan kelipatan dan pembulatan
uang yang mudah.

Nilainya stabil, Uang harus memiliki nilai kestabilan.
Meskipun  mempunyai  fluktuasi  diusahakan
fluktuasinya sekecil mungkin. Dengan nilainya yang
stabil akan menjadikan uang dipercaya masyarkat
sebagai alat tukar maupun pembayaran.

Tidak mudah rusak, uang hendaknya tidak mudah
rusak dalam berbagai kondisi  dikarenakan
perpindahan uang dari tangan satu ketangan lainnya
sangat besar. Uang diharuskan memiliki kualitas
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yang baik supaya dapat digunakan dalam waktu yang
lama.

g. Suply harus elastis, untuk menjaga kestabilan
keuangan negara, uang harus berdasarkan suplay
yang elastis. Hal ini dimaksudkan bahwa uang yang
beredar harus  mencukupi dengan  kondisi
perekonomian suatu wilayah. Dimana apabila jumlah
uang yang disuplay terlalu banyak bahkan tidak
terbatas akan menyebabkan kritisnya keuangan
negara berupa inflasi.

h. Harus ada kontinuitas, uang tidak hanya digunakan
untuk beberapa saat, melainkan penggunaanya
berkelanjutan dengan jangka waktu yang lama.
Apabila terjadi pergantian uang dalam waktu yang
relatif singkat akan menyebabkan ketidak percayaan
masyarakat terhadap uang itu sendiri.®’

Dari berbagai persyaratan diterimanya uang, tidak
semua benda dapat dikategorikan sebagai uang dengan
berbagai fungsinya. Dalam hal ini, benda dapat dikategorikan
sebagai uang berubah-rubah bentuknya sejalan dengan
perkembangan zaman.

87 Ahmad Wafiuddin Nurillah, “Bitcoin Sebagai Alat Transaksi Dan
Investasi (Analisis Hasil Keputusan Bahsul Masail Pengurus Wilayah Nahdlatul
Ulama (PWNU) Jawa Timur Tahun 2018 Tentang Bitcoin) SKRIPSI,” 47.



38

C. Cryptocurrency
1. Sejarah Cryptocurrency

Kian berkembangnya zaman, di era 4.0 ini, uang
sebagai salah satu kebutuhan hidup manusia, berkembang
dan berubah bentuk yang awalnya berbentuk logam dan
kertas  berkembang bentuknya ditandai  dengan
ditemukannya bentuk uang baru yakni uang elektronik (e-
money). Uang elektronik ini tidak berwujud seperti
halnya uang logam maupun kertas, melainkan wujud
uang elektronik dalam bentuk elektronik sepertihalnya
kartu debit, smart card, dan e-cash.®®

Dengan kemajuan teknologi berbasis digital,
perkembangan dunia ekonomi turut serta dipengaruhi.
Tidak hanya sistem transaksi yang berubah menjadi
daring, alat tukar turut serta berubah bentuk. Selain kartu
debit, smart card, dan e-cash, salah satu bentuk produk
dari  kemajuan teknologi adalah diciptakannya
cryptocurrency atau uang virtual sebagai inovasi alat
tukar maupun investasi di era 4.0 ini.* sebagai alat tukar
berbasi digital, cryptocurrency memiliki peran dan fungsi
yang hampir sama dengan mata uang lainnya. Yang
membedakan diantara keduanya, antara uang crypto dan

% Dewi Indriyani Hamin, “Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas
Menurut Islam: Sebuah Literature Review,” 128.

% Asep Zaenal Ausop dan Elsa Silvia Nur Aulia, “Teknologi
Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat
Islam,” Jurnal Sosioteknologi,Vol. 1, (2018): 74,
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uang pada umumnya ialah bentuknya. Cryptocurrency
sebagai mata uang berbetuk block data yang terikat oleh
hash sebagai validasinya. Berbeda dengan mata uang
pada umumnya yang berbentuk sebagaimana mata uang
kartal.”® Sekarang ini telah banyak tercipta mata uang
berjenis crypto diantaranya Lisk, Ripple, Ether, Litecoin,
MaidSafeCoin, StrorCoinX, Ethereum, Dash, Doge-Coin,
Zcash, Monero, dan Bitcoin(BTC).”*

Cryptocurrenci menjadi realisasi pertama adanya
teknologi Blockchain dengan berbagai potensi yang tidak
hanya terbatas pada sistem pembayaran saja. Blockchain
merupakan sebuah blok data yg saling terhubung sebagai
akibatnya terlihat misalnya rantai, secara singkatnya akan
menghubungkan pengguna tanpa melalui mediator
apapun jadi setiap pengguna akan menyimpan masing-
masing blok data pengguna lainnya. Sistem yg dipakai
dalam blockhain hanya bisa menambah data jadi nir
terdapat data yg akan diubah lantaran setiap transaksi
hanya akan menambah blok- blok baru ke setiap
perangkat pengguna pada bentuk data enkripsi yg

™ Hardian Satira Jati dan Zukfikar, “Transaksi Cryptocurrency
Perspektif Hukum Ekonomi Syariah,” 138.

™ Syahidah Rohmah dan Miftahul Jannah, “Identitas Cryptocurrency :
Halal Dan Haram,” Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam vol. 4, 2021, 200.
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berbeda-beda." Blockchain adalah aplikasi
terdesentralisasi”® yang diciptakan dapat sangat
mempengaruhi kehidupan, tidak hanya bidang eknomi
bidang lain turut serta terpengaruhi diantaranya bidang
ilmu pengetahuan, pendidikan, seni, budaya dan
sebagainya’.

Pada tahun 1983, David Chaum seorang ahli
kriptografi dari Amerika menggunakan uang elektronik
(e-money) yang disebut e-cash. Setelah itu, pada tahun
1995, David Chaum mengimplementasikan e-cash
melalui digicash. pada awalnya, bentuk pembayaran
elektronik  kripto membutuhkan perangkat lunak
pengguna untuk menarik catatan dari bank dan menunjuk
kunci terenkripsi tertentu sebelum dapat dikirim kepada
penerima. Sehingga sangat memungkinkan mata uang

?lda  Bagus Prayoga Bhiantara, “Teknologi  Blockchain
Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital,” Prosiding Seminar Nasional
Pendidikan Teknik Informatika, no. 0362 (2018): 174.

™ mata uang digital ini bersifat desentralisasi. Artinya, tidak ada pihak
yang menjadi perantara dalam suatu transaksi. Pembayaran yang dilakukan
menggunakan mata uang digital berlangsung secara peer- to-peer, yaitu dari
pengirim ke penerima. Meskipun demikian, seluruh transaksi yang dilakukan
tetap tercatat dalam sistem yang ada pada jaringan cryptocurrency. Lihat di:
Dewi Indriyani Hamin, “Crypto Currensi dan Pandangan Legalitas Menurut
Islam: Sebuah Literature Review,” 128.

™ Afrizal dan Marliyah, “Analisis Terhadap Cryptocurrency
(Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi dan Syariah)”, Jurnal Ekonomi
Manajemen dan Bisnis, VVol. 22, no. 2, (2021), 14.
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digital sebagaimana crypto ini tidak dapat dilacak oleh
bank penerbit, pemerintah atau pihak ketiga manapun.”

Tahun 2008, Satoshi Nakatomo merupakan nama
samaran dari seseorang yang merilis paper sebagai awal
era cryptocurrency. dengan pengenalan pertama,
cryptocurrency populer sebagai bitcoin. Beroperasi
sekitar tahun 2009. Kepopuleran Bitcoin membuat
Cryptocurrency dikenal dikalangan investor serta
konsumen ritel.”® Bitcoin sendiri adalah sebuah jaringan
sebagai sistem pembayaran dengan teknologi peer-to-
peer dan open source. Bitcoin menawarkan sistem
pembayaran yang mudah tanpa melalui rekening bank,
kartu kredit atau perantara. Bisa dibilang bahwa bitcoin
adalah uang tunai digital yang disimpan dalam
komputer.””

Keinginan bertransaksi secara online dengan
mudah dan cepat tanpa adanya pihak ketiga merupakan
alasan terciptanya bitcoin. Sehingga kehadiran bitcoin
sengat menarik perhatian dunia keuangan/finansial.
Dayatarik dari adanya bitcoin dilihat dari aspek nya yang

™ Dewi indriyani Hamin, “Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas
Menurut Islam: Sebuah Literature Review,” 129.

" Afrizal dan Marliyah, Analisis Terhadap Cryptocurrency, 14.

7 Aisyah Ayu Musyafah, “Transaksi Bitcoin Dalam Perspektif Islam
Dan Hukum Positif Indonesia,” Diponegoro Private Law Review Vol. 7, no. 1,
2020, 702.
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benar-benar murni mata uang digital dengan akses yang
mudah tanpa adanya perantara orang ketiga.”®

Di Indonesia sendiri keberadaan tentang mata
uang digital yakni Cryptocurrency masih mengalami
perdebatan dari segi regulasi maupun legalitas bahkan
mencakup sudut pandang syariat islam.” Sebab, pada
dasarnya transaksi menggunakan dengan Cryptocurrensy
atau mata uang digital tidak dapat diterima perdangangan
di Indonesia. Sehingga dalam hal ini, keputusan atas
penggunaan uang virtual cryptocurrency bergantung pada
arahan dari Bank Indonesia. Sedangkan uang virtual
cryptocurrency ini merupakan alat pembayaran yang
terdesentralisasi atau tidak membutuhkan pihak ketiga,
yang mana pihak ketiganya ialah bank.*

Untuk penggunaan mata uang cryptocurrency
yang tersebar dan banyak dikenal di indonesia adalah
mata uang cryptocurrency berbentuk bitcoin. Hal ini
dibuktikan dengan adanya izin berdirinya Bitcoin
Indonesia yang Kini berganti nama (Indonesia Digital
Asset Exchange). Namun keberadaan mata uang
cyrptocurrency berbentuk bitcoin masih illegal digunakan
untuk bertransaksi. Namun apabila mereka yang tertarik

™ Jati dan Zukfikar, “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah,” 139.

" Ibid., 139.

®  gSyahidah Rahmah dan  Miftahul Jannah, Identitas
Cryptocurrency, 201.
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untuk berinvestasi cryptocurrency, Badan Pengawas
Perdagangan Berjangka Komoditi Indonesia, melalui
peraturan No.5 Tahun 2019 mengeluarkan pengaturan
mengenai teknis penyelenggaraan pasar fisik aset kripto
di bursa berjangka.®!

Sebagai salah satu bentuk Cryptocurrency,
Bitcoin tidak memenuhi persyaratan sebagai alat
pembayaran di Indonesia. Dimana Indonesia dalam
Undang-undang No.7 Tahun 2011 hanya mengakui
bahwa mata uang yang sah sebagai alat tukar hanyalah
rupiah. Oleh sebab itu, penggunaan bitcoin sebagai alat
tukar tidak dapat diterima secara hukum.® Namun pada
Mei 2018, Indonesia memiliki mata uang crypto sendiri
dengan nama Cyronium. Nilai Kapitalisasi pasar
cyronium diakhir tahun 2018 menyentuh hingga angka
29,4 juta. Nilai dengan peningkatan yang fluktuatif
disetiap harinya.®® Sehingga sangat diperlukan perhatian
pemerintah melalui peraturan perundang-undangannya

8 Hamin, “Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut
Islam: Sebuah Literature Review,” 133.

8 Andi Siti Nur Azizah dan Irfan, “Fenomena Cryptocurrency Dalam
Perspektif Hukum Islam,” Shautuna (Jurnal llmiah Mahasiswa Perbandingan
Mazhab) , 2020, 69.

8 Hamin, “Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam:

Sebuah Literature Review,” 133.
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untuk mengatur transaksi investasi di Indonesia.®
Termasuk  diantaranya  transaksi menggunakan
cryptocurrency.

2. Pengertian Cryptocurrency

Cryptocurrency merupakan mata uang virtual
atau digital dengan transaksi digital maupun virtual pula
(Online). Nama cryptocurrency sendiri merupakan
gabungan dari dua kata, cryptography diartikan sebagai
kode rahasia, dan currency yang berarti mata uang. Tidak
sama halnya dengan mata uang kertas atau kartal, mata
uang crypto didesain dengan memecahkan soal-soal
matematika  didasarkan  cryptografi®®>,  dibentuk
berdasarkan kriptografi® agar tidak mudah digandakan
atau berpindah dari yang bukan pemiliknya. Pada 2009,
Satoshi Nakatomo, membuktikan cara kerja Bitcoin
memakai Fungsi Hash Kriptografi yang dikenal sebagai
SHA 256. Kemudian tidak kalah dengan bitcoin, terdapat

8 Rahma Octaviani, Pas Ingrid Pamesti, and Bagas Heradhyaksa,
“Review of Equity Crowdfunding Practices through Santara.ld in the
Perspective of Islamic Economic Law,” Al-Ahkam 31, no. 2 (2021): 172.

8 Azizah dan Irfan, “Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif
Hukum Islam,” 66.

® di Indonesia, Kriptografi seringkali disebut dengan persandian.
yakni, secara ringkas berartii seni melindungi data dan informasi dari pihak-
pihak yang tidak dikehendaki baik saat ditransmisikan maupun saat disimpan.
lihat di Buyung Solihin Hasugian, “Peranan Kriptografi Sebagai Keamanan
Sistem Informasi Pada Usaha Kecil Dan Menengah,” Jurnal Warta, 2017.
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juga mata uang crypto yang populer yakni peercoin yang
pertama kali menggunakan tekhnologi hybrid proof-of-
work/proof-of-stake dalam proses transaksi.®”

Cryptocurrency merupakan mata uang virtual
dengan fungsi yang sama sebagai mana mata uang kertas
maupun kartal. Yang membedakan diantara keduanya
adalah block data yang diikat oleh hash sebagai
validasinya. ® sebagai keamanan, bitcoin adalah sistem
uang elektronik dengan menggunakan jaringan peer-to-
peer untuk mencegah pengeluaran ganda. Sebagaimana
yang diumumkan oleh Sathosi Nakamoto. Peer to peer,
menghubungkan ke pengguna, membiarkan mereka untuk
saling berbagi file dan sumberdaya komputer tanpa server
umum.®

3. Jenis-jenis Cryptocurrency
Untuk sekarang ini telah banyak jenis-jenis mata
uang crypto yang telah diciptakan sejak terciptanya ide
adanya mata uang crypto. Salah satunya yang paling
populer untuk saat ini dengan nilai jual paling tinggi di

8 Jati dan Zukfikar, “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah,” 141.

% Ibid., 138.

8 Azizah and Irfan, “Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif
Hukum Islam,” 66.
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Indonesia adalah bitcoin.”® Bitcoin adalah salah satu mata
uang crypto yang diciptakan oleh Satoshi Nakamoto,
yang diperolen melalui penambangan virtual (mining),
pembelian, atau dengan melakukan tranfer pemberian
(reward).”

Selain itu, mata uang cryptocurrency telah
banyak dikembangkan sejak tahun 1990-an. Namun
kepopulerannya hanya pada era sekarang ini®’. berbagai
jenis mata uang cryptocurrency telah dibuat diantaranya
adalah : Ethereum, Litchoin, Ripple, Monero, dan yang
paling populer telah disebutkan adalah bitcoin.”

% Teddy Kusuma, “Cryptocurrency Dalam Perdagangan Berjangka
Komoditi Di Indonesia Perspektif Hukum Islam,” Tsagafah vol. 16, no. 1,
(2020), 111.

% Ibid., Azizah dan Irfan, “Fenomena Cryptocurrency Dalam
Perspektif Hukum Islam,” 69.

%2 Hamin, “Crypto Currensi Dan Pandangan Legalitas Menurut Islam:
Sebuah Literature Review,” 130.

% Azizah dan Irfan, “Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif

Hukum Islam,” 69.
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a. Bitcoin (BTC)

Gambar 1 lustrasi Bitcoin (Sumber : Kompas.com)
Bitcoin merupakan mata uang crypto yang
pertama kali diciptakan dan paling populer
keberadaannya untuk sekarang ini. Bitcoin pertama
kali dikirimkan pada tahun 2009*. Dengan
menggunakan prinsip dengan sistem terdesentralisasi
dari pihak ketiga. Meskipun tanpa pihak ketiga,
keseluruhan transaksi bitcoin dapat tercatat dalam
sistem yang terdapat dalam jaringan
cryptocurrency.”  Tercatat untuk  saat  ini
cryptocurrency jenis ini tersebar sebanyak 21 unit.

% Syahidah Rohmah dan Miftahul Jannah, “Identitas Cryptocurrency :
Halal Dan Haram,” Ar-Ribh : Jurnal Ekonomi Islam 4 (2021): 200.

% Jati dan Zulfikar, “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah,” 141.
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Berbeda dengan bitcoin yang merupakan
uang virtual yang telah lama dikeluarkan. Bisa
dibilang bahwa ethereum merupakan uang virtual
yang baru. Pasalnya wuang virtual jenis ini
diluncurkan pada tahun 2013%°. Cryptocurrency jenis
ini merupakan token aset crypto yang serupa
jenisnya dengan bitcoin. Hal ini disebabkan
ethereum juga bisa digunakan untuk transaksi
dengan jaringan peer-to-peer. Atau bisa di jual
belikan dengan nilai spekulatif. Orang pertamakali
yang membuat ethereum ialah Vitalik Buterin yang
sebelumnya bekerja di Bitcoin Magazine (Sebuah
media terkemuka diantara pecinta cryptocurrency).

200.

% Rohmah dan Jannah, “Identitas Cryptocurrency : Halal Dan Haram,”
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Bitcoin Cash

=

Gambar 3 llustrasi Bitcoin Cash (Sumber :

Currency.com)

Jenis mata uang crypto selanjutnya adalah
Bitcoin cash, yang didirikan pada tanggal 1 Agustus
2017 dakam hal untuk membagi jaringan bitcoin
yang sudah besar. Bitcoin cash telah meningkatkan
ukuran blok menjadi 8MB.

Ripple

Gambar 4 llustrasi Ripple (Sumber : Voi. Id)
Sebenarnya mata uang crypto jenis ini. telah
muncul sebelum adanya bitcoin dibuat. Tepatnya
pada tahun 2004 dibuat oleh Ryan Fugger dengan
tujuan  menciptakan  sistem  moneter  yang
terdesentralisasi dan dapat memberdayakan secara
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efektif  individu  maupun  kelompok  untuk
menciptakan responden sendiri.
Litecoin

Gambar 5 llustrasi Litecoins (Sumber:

id.investing.com)

Seseorang lulusan Massachussets Institute of
Teknologi (MIT) yang sekarang menjadi teknisi
Google, Chalie lee. Menciptakan Litecoin pada tahun
2011. Litecoin dan Bitcoin dianggap sebagao pinang
dibelah dua. Memiliki keserupaan namun tidak sama.
Keserupaan diatara keduanya terletak pada konsesus
yang digunakan yakni Proof of Work (POW). Namun
dari segi peretasan keamanan litecoin jauh lebih
aman dibandingkan saudarnya bitcoin. Jenis
cryptocurrensy ini memiliki kelebihan transaksi yang
lebih cepat dari pada jenis lainya.
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f. Monero
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Gambar 6 Ilustrasi Monero (Sumber :

https://news.tokocrypto.com)

Jenis cryptocurrensy ini menawarkan privasi
yang saat ini tidak tersedia ketika menggunakan
bitcoin. Dan memastikan tidak ada yang tahu dari
mana dana awal yang diterima. Maksudnya adalah,
dalam monero ini tidak bisa dipastikan atau tidak
dapat diketahui adanya jumlah transaksi pengguna
lain.

g. Dash

Gambar 7 llustrasi Dash (Sumber: kanalcoin.com)
Didirikan pada tahun 2014, dengan
pertumbuhan yang sangat cepat dalam adopsi dan
perdagangannya. Memiliki mekanisme intensif unik
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untuk masternodes atau investor yang sering disebut
dapat memberikan suara pada peningkatan anggaran
untuk promosi, mendukung infrastruktur dan tidak
memiliki penambang biasa yang menggunakan aset
responden untuk hal lain selain meningkatkan
kesejahteraan.

h. Zcash

Gambar 8 llustrasi ZCash (Sumber:

cryptoindonesia.com)

Mata uang virtual jenis ini merupakan
pengembangan dari protokol bitcoin sebab ia
memelihara blockchain dan token mata uangnya
sendiri. Jenis crypto ini menggunakan karya yang
ada dari tim inti bitcoin untuk mengaktifkan privasi
dan menyimpan data transaksi menggunakan bukiti-
bukti zeroknowladge dan sebagai hasilnya lebih
bersifat pribadi daripada bitcoin.”

% Khalisa Balgis, "Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqosid al-
Syaria” Skripsi Universitas Padjajaran, (Bandung, 2019), 28-30.
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4. Dasar-dasar Cryptocurrency
a. Terdapat 229 jenis Cyrptocurrency yang diakui di
Indonesia.

Di Indonesia keteranan cryptocurrency telah
tersebar luas. Sehingga terdapat peraturan yang
mengatur tentang perdagangan cryptocurrency di
Indonesia. Terdapat 229 Cryptocurrency yang secara
legal boleh diperjualbelikan di Indonesia yang diatur
dalam Peraturan Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 7 tentang
Penetapan Daftar Aset Kripto yang dapat
diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto®.
Termasuk didalamnya adalah Cryptocurrency jenis
Bitcoin.

b. Cryptocurrency sebagai aset komoditi berjangka.

Komoditi digital atau Komoditi crypto dari
sistem blockchain dapat dikategorikan sebagai hak
dan kepentingan, sehingga diatur dalam undang-
undang No. 10 Tahun 2011 Tentang perubahan Atas
Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang
Perdagangan Berjangka Komoditi. Dalam pasal 1
No. 2 menyebutkan bahwa komoditi adalah semua

% Raihan Saputra dan Purnama Ramadani Silalahi, “Kajian Praktik
Money Laundering Dan Tex Avoidance Dalam Transaksi Cryptocurrency Di
Indonesia,” Jurnal llmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM) 2
(2022): 268.
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barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap

derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan

dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak
derivatif ~syariah, dan/atau kontrak derivatif
lainnya®.

Selain itu terdapat banyak lagi peraturan-
peraturan yang telah dibuat untuk mengatur
cryptocurrency sebagai aset komoditi berjangka
diantaranya adalah sebagai berikut:

1) Peraturan kepala bappebti Nomor 3 tahun 2019,
tentang Komoditi yang dapat dijadikan subjek
kontrak berjangka, Kontrak Derivatif Syariah,
dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang
Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.

2) Peraturan menteri perdagangan Nomor 99 Tahun
2018 Tentang Kebijakan umum penyelenggaraan
Perdagangan Berjangka Aset Cripto (Crypto
Asset).

3) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2019
Tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi
di Bursa Berjangka.

4) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019

% Peraturan Pemerintah, “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997
Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi Dengan,” 13 (2011)



55

Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan
Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa
Berjangka.

5) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi Nomor 6 Tahun 2019
Tentang Penerapan Program Anti Pencucian
Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme
Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi
Di Bursa Berjangka.

6) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019
Tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis
Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto
Asset) Di Bursa Berjangka.

7) Peraturan Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi Nomor 2 Tahun 2020
Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Badan
Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi
Nomor 5 Tahun 2019 Ketentuan Teknis
Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto
Asset) di Bursa Berjangka.'®

10 Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi, “Peraturan
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tentang Ketentuan
Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) di Bursa
Berjangka”, (2019).
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¢. Mata Uang Crypto sebagai mata Uang.

Dalam legalitasnya sebagai mata uang di
Indonesia cryptocurrency bertentangan dengan UU
No 7 tahun 2011 yang mana Undang-Undang ini
mewajibkan penggunaan Rupiah dalam setiap
transaksi yang mempunyai tujuan pembayaran,
penyelesaian kewajiban lainnya yang harus dipenuhi
dengan uang, dan/atau transaksi keuangan lainnya,
yang dilakukan di Wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia.™™

Dalam islam sendiri mengatur kepatuhan
warga negara terhadap imam (pemerintah) menjadi
sebuah keharusan. Sebagaimana dalam Kkitab
bughyatul murtasyidin halaman 91:

JUI LS5 wsas™ 4Ny w2 W L ST pleY) ol il
Bgdl) o) Brlgll Bsabl e sy Y 4 ) S5 { 0L el
4 el 070y cablan 3 wbpar JzaYly o) Sl
(O p) 4B L ad opel Jlmal gt d Ll ol Lag S ) L
LYl Tl IS gl ) U @ il & a8 35
iele mlae 40 O 0 olis Loy cloid ol ST Lz

Lyl Jais 1alls Y]y LbL 5 Lol oy

101 peraturan Pemerintah, “Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang” (2011)
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“Wajib hukumnya mematuhi perintah
pemimpin di dalam segala hal yang menjadi
wilayah kekuasaannya, seperti membayar
zakat mal zhahir. Namun, untuk hal yang di
luar kewenangan kekuasaan pemerintah,
seperti melaksanakan hak-hak wajib atau
sunah, maka boleh ia melaksanakannya dan
bebas untuk bertasharruf di  dalam
kepentingannya.  Dan  apabila  yang
diperintahkan itu bersifat mubah, makruh
atau haram maka tidak wajib melaksanakan
perintah  tersebut seperti yang telah
diungkapkan oleh Imam Romly di dalam
kitab Tuhfah, namun imam Romly ragu akan
pendapat tersebut, dan pada akhirnya Imam
Romly lebih condong untuk mewajibkan
semua perkara yang diperintahkan oleh
imam walaupun perkara yang diperintahkan
tersebut haram dilakukan. Akan tetapi
pelaksanaannya secara dhohir saja.”**

d. Mata uang kripto sebagai alat investasi.

Sebagai alat investasi, banyak sekali
kekurangan dalam mata uang kripto. Jika ditinjau
dari syariat islam. Nilai yang terkandung dalam
cryptocurrency memiliki sifat yang fluktuatif
sepertihalnya perjudian.’® Sebagaimana dilarang
dalam Q.S. Al. Maidah (5): 90 yang bunyinya:

102 sayyid Abdurrahman, Bughyatul Murtasyidin (Dar al-Fikr, 1414),
91.

103 Afrizal dan Marliyah, “Analisis Terhadap Cryptocurrency
(Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah),” 37.
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“Wahai  orang-orang yang  beriman,
sesungguhnya minuman Kkeras, berjudi,
(berkurban untuk) berhala, dan mengundi
nasib dengan anak panah adalah perbuatan
keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka,
jauhilah  (perbuatan-perbuatan) itu agar
kamu beruntung.”

Selain memiliki sifat perjudian,
cryptocurrency juga memiliki sifat gharar atau
ketidak jelasan.™ Sebab cryptocurrency adalah
hanyalah angka-angka tanpa danya aset yang
menjamin atau tanpa underlying asset. Ditinjau dari
syariat islam cryptocurency bersifat gharar sehingga
dilarang dalam hukum islam, sebagaimana hadist
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim yang
bunyinya :

o i o s O 8 J6 s g Bt of e
[HW’ ol ] A @ GF5 elad Q“ NG (;'I‘/‘}

“Dari Abu Hurairah [diriwayatkan bahwa
ia] berkata: “Rasulullah saw melarang
jual  belilempar kerikil dan jual
beli gharar (spekulasi) (HR. Muslim)”

104 Afrizal dan Marliyah, 37.
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5. Kelebihan dan Kekurangan Cryptocurrency

Selayaknya mata uang serta alat pembayaran

pendatang baru cryptocurrency memiliki kelebihan dan
kekurangan dibanding mata uang lainnya. Diantaranya :
Kelebihannya :

a.

Keamanan. Cryptocurrency dapat dikatakan aman
karena transaksi mata uang diatur oleh algoritma
kriptografi sehingga tidak ada pemalsuan mata uang
Mata uang globlal, merupakan mata uang yang
bukan berasal dari khusus suatu negara. Namun
pendistribusianya keseluruh dunia menggunakan
internet sehingga dapat dikatakan sebagai mata uang
globlal.

Tabungan atau investasi, nilai mata uang crypto
mengalami kenaikan dan penurunan sebesar dua
puluh persen, hal ini membuat para pengguna
cryptocurrency memilih  menginvestasikan aset
mereka pada crypocurrency.

Kelemahan cryptocurrency :

a.

Resiko kehilangan. Sebab bentuk cryptocurrency
adalah file digital yang disimpan dalam smartphone
maka akan mudah hilang ketika alat tempat
menyimpan mata uang crypto mengalami kerusakan
atau terjadi kehilangan file secara tidak sengaja.

Alat kejahatan dan pencucian uang. Sistem pada
cryptocurrency ini adalah bersifat rahasia sehingga
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dimungkinkan akan terjadi penggunaan secara ilegal
diantaranya seperti pembelian senjata ilegal.

e. Harga tidak stabil, ketentuan harga pada crypto
adalah ditetukan oleh hasil penjualan dan pembelian
dipasar sehingga tidak tentu nilainya.'® Naik
turunnya nilai dari mata uang kripto tersebut akibat
penawaran dan permintaan. Semakin banyak
permintaan maka nilai barang mengalami kenaikan,
namun semakin banyak penawaran maka terjadi
penurunan harga pada nilai barang tersebut.
Penyebab naiknya dan turunnya harga tersebut salah
satunya  karena  Spekulasi dan  Persepsi
Masyarakat.'%

105 Ajl Tunky Eromiko, “Jual Beli Cryptocurrency Ditinjau Dari Etika
Bisnis Islam (Studi Kasus Pemain Di Kecamatan Sekampung)” Skripsi Institut
Agama Islam Negeri Metro, (Lampung, 2019), 16-18.

106 Azizah dan Irfan, “Fenomena Cryptocurrency Dalam Perspektif
Hukum Islam,” 70.
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HASIL KEPUTUSAN LEMBAGA BAHTSUL MASAIL
NAHDLATUL ULAMA JAWA TIMUR DAN
YOGYAKARTA TENTANG CRYPTOCURRENCY

A. Hasil Keputusan Bahtsul Masail NU Jawa Timur Tahun
2021 Tentang Cryptocurrency dan Bursa Crypto
Permasalahan  mengenai  Cryptocurrency  dalam
kacamata masyarakat Islam telah menjadi persoalan yang cukup
mendominasi. Sebagai organsisasi islam terbesar di Nusantara,
Nahdlatul Ulama memiliki lembaga bahstul masail yang
difungsikan untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul
dan berkembang di masyarakat. Dalam kajian bahstul masail
NU jatim, menetapkan hukum Cryptocurrency dalam
pandangan figih. Dengan hasil keputusan berikut ini:
1. Masalah

a. Apa itu Komoditi (sil’ah) dalam pandangan figih?

b. Apakah Bitcoin, Etherium, Polkadot, dan Tether bisa
dianggap sebagai komoditi?

c. Bagaimana bila pemerintah menyatakan bahwa keempat
aset cyrpto tersebut dipandang sebagai comoditi oleh
pemerintah.

2. Jawaban
a. Sil’ah dalam pandangan figih
1) Pengertian sil’ah
Secara bahasa, si/’ah dan mabi’ memiliki
pengertian yan serupa Yyakni segala barang atau
komoditas yang bisa dijatuhi akad jual beli.
61
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Sebagaimana yang dikutip dalam mu’jam lughati
al-fugaha yang berbunyi:

e i e g LY a
“Mabi’ adalah Komoditas yang bisa
menerima berlakunya akad jual beli”*%’

Sebab bisa diakadi dengan jualbeli, maka
sil’ah  juga  bisa  diniagakan(ditradingkan).
Sebagaimana hal ini diungkapkan oleh Syaikh jamal
yang telah wafat pada tahun 1204H dalam kitab
Hasyiyatus al-Jamal ‘ala Syarh al-Manhaj, Juz 2,
halaman 265 sebagai berikut :

108@;}%!\ Xk ozl gz L2 s Blsdy

“Niaga Ir;erupakan Lipaya mengelola sil’ah

dengan tujuan mendapatkan keuntungan’®

Maka sil’ah dilatakan sebagai mabi’ apabila
telah memenuhi ketentuan sebagai mabi’ dijelaskan
dalam kitab Hilyatu al-Ulama’ Fi Ma'rifati
Madzahibi al-Fugoha Fi al-Risalah al-Haditsah
karangan Imam abu bakar Yakni:

BUS B55 o Wizl Gal 030 OF 3hs B b i

197 pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, “Cryptocurrency Dan Bursa
Crypto” (Jawa Timur, 2021), 1.

108 gjlaiman Al-Jamal, “Hasyiyatu Al-Jamal Ala Syarh Al-Manhaj,”
in 2 (Dar al-Fikr, 1431), 265.

19 Ibid.
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e W G315 cafs:,ajb (;LJ\ 33\13;3 Glaa B Vs
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a) Jika barang tersebut suci,(mafhumnya, bahwa
barang tersebut suci maknanya barang

tersebut wujud dan ada fisiknya).
b) Bisa dimanfaatkan olen pembeli secara

syara’ dengan  pemanfaatan yang
sebanding/sejalan dengan status hartawinya
secara adat.

c) Bisa  diserahterimakan  secara  hissy
(magduran ala taslimihi hissan) dan secara
syar’i.

d) Pihak yang berakad menguasai pelaksanaan
akadnya.

e) Mengetahui secara fisik dengan jalan melihat
atau secara karakteristik dari barang

f) Selamat dari akad riba

g) Aman dari kerusakan sampai barang tersebut
sampai  ditangan pembelinya (gabdi).
Dengan kata lain sil’ah wajib terdiri dari
barang yang bisa dijamin penunaiannya.***

sil’ah secara figih dikategorikan sebagai
objek yang bisa dijualbelikan yang wajib mencakup
dua Kketentuan sebagaimana keterangan kitab

110 saifuddin Abu Bakr, Hilyatu Al-Ulama’ Fi Ma rifati Madzahibi Al-
Fugoha Fi Al-Risalah Al-Haditsah (Maktabah al-Risalah al-Haditsah, 1440), 55.
111 i
Ibid, 2.
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Hasyiyah Bujairamy ala al-Khatib, juz 3, halaman 4
karya Syaikh Bujairamy yang telah wafat pada tahun
1221H bahwa:

He s B ple WSS g el ool susT B £

Pl g Sy 4 o
“Jual beli itu ada tiga perkara atau tiga
macam, dalam satu wajah ada 4 macam.
Pertama, jualbeli barang fisik yang bisa
disaksikan oleh dua orang yang saling
melakukan akad. Maka hukumnya adalah
boleh sebab tidak adanya penipuan atau
gharar. Kedua jual beli sesuatu yang bisa
menunjukkan karakteristiknya dan berjamin”

Rujukan diatas menjelaskan bahwa barang
yang yang dikategorikan sebagai si/’ah harus
memenuhi Kriteria berikut:

a) Berupa ‘ain musyahadah (barang secara figih)
b) Berupa syaiin maushuf fi al dzimmah (barang
jaminan aset). Termasuk aset yang  bisa
dijadikan jaminan barang ini adalah aset yang
terdiri atas ain(materi), dain(utang) dan fi’lin
(pekerjaan,jasa,manafi, dan hak)."*®
b. Apakah cryptocurrency termasuk kedalam kategori sil’ah

112 gjlaiman Al-Bujairamy, “Hasyiyah Bujairamy Ala Al-Khatib,” in
3 (Dar al-Fikr, 1431), 4.
3 Ipid,.
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atau komoditi.

Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya
bahwa sil’ah atau komoditi dalam islam memiliki syarat-
syarat yang telah disebutkan. Sehingga dapat ditarik
kesimpulan bahwa cryptocurrency tidak termasuk dalam
kategori sil’ah atau komoditi dalam pandangan figih,
berdasarkan dua hal yang menjadi penyebabnya.Yakni:

1. Tidak termasuk dalam kategori ain musyahadah
Konsep sil’ah dalam transaksi
cyrptocurrency tidak terwujud. Menurut KH Ahmad
Asyhar Sofwan, sebelum menelisik lebih lanjut
apakah transaksi menggunakan cryptocurrency
mengandung ketidakpastian atau gharar,
cryptocurrency terlebih dahulu telah tidak dapat
dikategorikan sebagai sil’ah atau  komoditi.
Sehingga cryptocurrency tidak bisa dikategorikan
sebagai tsaman (alat tukar) ataupun mustman
(komoditas). “secara fikih dilarang”.***
2. Tidak termasuk dalam kategori syaiin maushuf fi al-
dzimmah'*®
Cyrptocurrency tidak termasuk dalam
kategori syaiin maushuf fi al-dzimmah, yakni
cryptocurrency tidak memiliki underlying aset,

114 wWawancara dengan Ahmad Asyhar Sofwan pada tanggal 14 Mei
2022 di Video Call Whatsapp

115 pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, “Cryptocurrency Dan Bursa
Crypto,” 1.
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hanya sebatas angka yang tidak memiliki nilai.
“sampai sekarang ini belum ada negara yang
menerima crypto sebagai mata uang, apabila crypto
digunakan di Indonesia akan mengganggu kestabilan
keuangan negara” Ahmad Azhar Sofwan. *'°

Sebagaimana Merujuk pada pendapat
sulthanu al-Ulama al-1zz ibn Abdi al-Salam (w.660
H), didalam al-Ghayah fi ikhtishari al-Nihayah, Juz
3, Halaman 324 sebagai berikut :

Ghalally oW o3 5 ElE s G o R B
Wy 3 S5 255 sl o 12 30U aedlll o8 289
Gu\cu@j\cu\cué\&ng\}pu\

117 oz
0234 (J2

“Rosulullah SAW telah melarang jual beli
kandungannya-kandungan, jual beli mulagih,
mudlamin, mualamasah, munabadzah dan
jual beli hassah, seluruhnya termasuk akad
fasid. Adapun jual beli hablah al hablah,
adalah jual beli dengan harga tempo terhadap
kandungannnya hewan yang masih dalam
kandungan, atau jual beli kandungan

118 Wawancara dengan Ahmad Asyhar Sofwan tanggal 14 Mei 2022 di
Video Call WhatsApp
117 Abd as-Salam, “Al-Ghayah Fi Ikhtishari Al-Nihayah,” 324.
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sebelum wujud(nampak fisik)”**®

Sehingga dalam pembahasan bahtsul masail
NU jatim para mubahitsin mengambil kesimpulan
bahwa cryptocurrency tidak memenuhi kategori
komoditi atau si/'ah.

Sedangkan apabila cryptocurrency sebagai
mata uang, hal ini telah bertentangan dengan UU
Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang.**®

c. Peraturan perdagangan aset crypto yang diterbitkan

Bappepti.

Sebagaimana yang tertuang dalam peraturan
Bappepti No. 5 tahun 2019 tentang ketentuan teknis
penyelenggaraan pasar fisik aset crypto di bursa
berjangka, cryptocurrency dapat dikategorikan
sebagai komoditi berdasarkan empat faktor.
Diantaranya :

1) Harga fluktuatif, aset crypto harganya fluktuatif
dari waktu ke waktu dan perdagangannya sangat
likuid.

2) Tidak ada intervensi pemerintah atau pihak
ketiga. Tekhnologi blockchain sebagai sistem
crypto, memberikan sebuah konsep perdagangan

118 pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, “Cryptocurrency Dan Bursa
Crypto,” 2.
" Ibid,.
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4)

atau

dengan pandangan syara’.
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crypto secara bebas tanpa adanya pihak ketiga
pemerintah  maupjun pihak bank dengan
demikian struktur pasarnya sempurna.
Banyaknya permintaan dan penawaran, pasar
yang begitu besar dikancah nasional maupun
global, tersedianya aset crypto dan dengan
perkembangannya yang sangat tidak terbendung
didunia. Di indonesia banyak nasabah yang telah
bertransaksi dengan cryptocurrency.
Memenuhi standar komoditi, Aset crypto telah
memenuhi standar komoditi digital. Meliputi
adanya harga, dapat diperjualbelikan dan
memiliki kegunaan sebagai sarana pertukaran
yang mempunyai nilai dalam komunitas tertentu.
Berdasarkan empat faktor diatas, komoditi

sil’ah dalam pandangan Bappepti tidak sesuai
s 120

B. Hasil Keputusan Bahtsul Masail NU DIY Tahun 2021
Tentang Cryptocurrency

1. Keputusan
Sel

ain dibahas dalam bahtsul masail NU Jatim,

problematika pertumbuhan crypto juga dibahas dalam
bahstul masail NU DIY yang terlaksana pada Pondok
Pesantren al-Hadi Yogyakarta. Berseberangan dengan NU

120 1hid,.
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Jawa Timur. NU DIY dalam putusannya memberikan

kesimpulan bahwa cryptocurrency dihukumi boleh dalam

hal komiditi atau si/'ah.

Sebagaimana putusannya sebagai berikut:

a. Cryptocurrency sebagai si/’ah dan komoditi.

Pertumbuhan dan perkembangan inovasi dalam
bidang ekonomi sangat tidak dapat dibendung lajunya.
Ranah hukum islam dalam bidang ekonomi memiliki
sifat yang dinamis (an-nadzar ila al-ma’ani).
Perkembangan digital turut serta memperngaruhi
inovasi dibidang ekonomi. Termasuk juga perubahan
bentuk alat tukar, bentuk komoditas, maupun sistem
transaksi. Islam sendiri tidak ada aturan jenis alat tukar
yang digunakan dalam transaksi. Dalam islam, alat
tukar mengikuti kebiasaan atau urf.*?!
Menurut KH Fajar Abdul Basyir selaku Ketua

LBM PWNU Yogyakarta Menegaskan bahwa
permasalahan cryptocurrency secara serius telah dikaji
oleh LBM NU Yogyakarta beliau mengatakan “sebagai
alat tukar maupun komoditas, cryptocurrency
dibolehkan dalam hukum islam. la memenuhi syarat
sebagai alat tukar (al-tsaman) maupun sebagai
komoditas (al-mutsman) diantaranya; memiliki manfaat
(muntafa’), bisa diserahterimakan (maqdur ala

121 pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, “Cryptocurrency”

(Yogyakarta, 2021), 1.



70

tashlimih), dan bisa akses jenis serta sifatnya oleh
kedua belah pihak (ma’luman lil ‘agidain). Hal ini
mengecualikan beberapa varian cryptocurrency yang
tidak memenuhi beberapa syarat tersebut,”.'?

b. Anggapan adanya unsur gharar dalam cryptocurrency.

Dalam pembahasan bahtsul masail NU
Yogyakarta, dari penjelasan pihak ahli dan pelaku
blockchain, asumsi adanya gharar serta maisir dalam
cryptocurrency tidak ditemukan adanya. Fluktuatif
harga yang terkandung didalamnya mengikuti harga
pasar (suply and demand), yang dalam hukum islam
diperbolehkan. Dengan teknologi digital blockchain dan
cryptography,  cryptocurrency  memiliki  tingkat
keamanan yang sangat tinggi. Mampu terhindar dari
adanya kecurangan maupun manipulasi. Serta terbukti
telah beroperasi dalam jangka waktu yang lama dan
bertahan sampai saat ini.'*

Dalam wawancara penulis dengan Gus Anis
masduqi selaku sekretaris lembaga bahstul masa’il NU
Yogyakarta, beliau mengatakan “adanya asumsi bahaya
gharar atau perjudian (gimar) ini tidak ditemukan
dalam prakti crypto karena ibaratnya ia adalah praktik-

122 Republika, “Beda Dengan MUI Dan NU Jatim, NU Yogyakarta
Bolehkan Kripto,” republika.co.id, 2021,
https://www.republika.co.id/berita/r2yxt7320/beda-dengan-mui-dan-nu-jatim-
nu-yogyakarta-bolehkan-kripto. diakses pada 17 Mei 2020.

128 pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama, “Cryptocurrency,” 1.
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praktik dalam dunia digital/online lainnya dengan
fluktuasi harga berdasarkan supply and demand yang
dibolenkan dalam islam. Dengan teknologi digital
blockchain berdasarkan kriptografi memiliki tingkat
keamanan yang tinggi untuk terhindar dari upaya
manipulasi. dan terbukti cryptocurreny beroperasi

dalam jangku yang lama™'?*

c. Pembuatan regulasi tentang cryptocurrency sebagai alat
tukar maupun komoditas.'?®
perkembangan cryptocurreny dalam zaman
digital ini sangat tidak bisa dibendung, sehingga adanya
regulasi mengenai transaksi cryptocurrency merupakan
tugas pemerintah untuk memberikan pengawasan
melalui regulasi-regulasinya®

2. Dasar
Dalam pengambilan dan penetapan keputusan sebuah
problematika yang sedang marak diperbincangkan, lembaga
bahstul masail NU dengan merujuk pada kitab-kitab klasik
maupun  kotemporer menetapkan keputusan dengan

124 \Wawancara dengan Anis Madugi tanggal 2 Juni 2022 di Voice
Note WhatsApp

125 pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama,. “Cryptocurrency,” 3.

126 \Wawancara dengan Anis Madugi tanggal 2 Juni 2022 di Voice
Note WhatsApp



72

beberapa dasar, diantaranya adalah sebagai berikut:
a. Wahbah Zuhaili dalam kitab Figh Islam wa adillatuhu.
FES L u“‘)‘\) LJA,J\ Liph U
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Adapun syarat-syarat untung barang
dan harga ada lima:

1) Barang tidak bertentangan syara’, schingga
menjual bangkai, darah, dan barang yang tidak
ditangan tidak sah.

2) Barangnya harus bersih atau suci, tidak sah
hukumnya menjual barang najis sebagaimana

127 \Wahbah Az-Zuhaili, “Figh Islam Wa Adillatuhu,” (Suriah: Dar al-
Fikr, 1433), 3356.
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khamr. Pendapat yang masyhur dari imam
Maliki yakni tidak boleh menjual gading,
kotoran binatangm dan minyak najis. Namun
dari Ibnu Wahb dari Maliki membolehkan jual
beli barang-barang tersebut. Dalam hal ini,
apabila orang menganggab gading adalah taring
maka hukumnya sebagaimana bangkai. Namun
apabila dianggap sebagaimana tanduk yang
terbalik maka hukum menjualnya sebagai mana
hukum tanduk.

3) Barang memiliki manfaat secara syara’.
Menjual barang yang tidak memiliki manfaat
didalamnya sebagaimana menjual anjing,
serangga, alat-alat musik. Namun berbeda
dengan imam maliki yang membolehkan
menjual belikan anjing untuk berburu untuk
menjaga hewan ternak. Dalam hal ini mereka
terbagi menjadi dua kelompok.

4) Barangnya harus diketahui kedua belah pihak
yang berakad. Sehingga tidak boleh menjual
barang yang tidak jelas.

5) Keduanya harus bisa diserahterimakan, tidak
sah hukumnya jika menjual barang yang tidak
ada atau tidak bisa di serahterimakan.
Sebagaimana menjual ikan yang masih di laut.

Abdul Aziz Azam dalam Bukunya Figih Muamalat
Tooet Yesh 2T IV TP SR P L P
.W\Ljﬂﬁjgwb. \)’hf‘tlpjj‘-’;\j
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“Ada 5 syarat barang dan harga dalam jual beli:

1)
2)

3)
4)

5)

Barang yang ada dalam akad adalah suci
Dapat  dimanfaatkan  secara  syara’
waualupun pada masa akan datang seperti
anak keledai

Mampu menyerahkan barang yang dijual
Mempunyai kuasa terhadap barang yang
dijual

Mengetahui barang yang dijual baikzat,
jumlah, dan sifat.

Seungguhnya As-subki menyebutkan,
kelima syarat tersebut sesungguhnya
merujuk pada dua syarat saja yakni dimiliki
dan bermanfaat karena adanya kemampuan
untuk menyerahkan, mengetahui dan hak
milik menjadi milik orang berakad pada
hakikatnya adalah syarat orang yang
berakad, dan syarat suci dikecualikan dari
kepemilikan karena najis tidak boleh
menjadi hak milik. Kemudian pendapat ini
dijawab bahwa semua urusan ini hanya
sesuatu yang dipersepsikan saja.”

128 Abdul Aziz Azzam, Figh Muamalat (Maktabah al-Risalah al-
Daulah li al-Thobaah, 1431), 28.

129 1hid, 3.
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c. Wahbah Zuhaili dalam Kitabnya Figh Islam Wa
Adillatuhu.

B Iy 2 I i (o 2 1
Crasall 2 ol e o U 5h 2l

“Harga adalah sesuatu yang disepakati kedua
belah pihak sebagai imbalan atas barang yang
dijual.”

d. Asy-Suyuthi dalam Kitab al-Asybah wa an-Nadlo 'ir.
gl e dle Jo V] b ol p2Y Y Ll a1 i
a3l Ly A e W el Vley (el Ofy cadlie alg

131,54
“Imam Syafi'i radiyallahu ‘'anhu bersabda,
"Tidaklah nama suatu harta benda kecuali
berdasarkan nilai jualnya, dan wajib dimusnahkan
meskipun aku mengucapkannya, dan apa yang

tidak diberikan orang adalah seperti uang receh
dan sejenisnya.””

e. keterangan dari syekh Yusuf al Qordlowi di
www.qgaradawi.net/fatawaahkam/30/6370-2012-12-16-
17-57-21.html

130 Az-Zuhaili, “Figh Islam Wa Adillatuhu,” 583.
131 Jalall ad-Din As-Suyuthi, Al-Asybah Wa an-Nadlo 'ir (Dar al-Kutb
al-llmiyah, 1431), 258.
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“Di antara bukti sahnya keuntungan tanpa batas
jika tidak melalui penipuan, monopoli,
ketidakadilan atau ketidakadilan dengan cara
apa pun, sebagaimana bahwa al-Zubair ibn al-
Awwam R.A. adalah salah satunya dari sepuluh
orang yang dijanjikan surga, dan salah satu dari
enam sahabat Syura, dan murid-murid
Rasulullah SAW, dan sepupunya membeli
tanah hutan, yang merupakan tanah yang besar
dan terkenal dari penguasa kota seharga seratus
tujuh  puluh ribu (170.000), maka Ibnu
Abdullah bin Al-Zubair radiyallahu ‘anhu
menjualnya dengan harga seribu enam ratus
ribu, vyaitu satu juta enam ratus ribu
(1.600.000), artinya dia menjualnya lebih dari
sembilan lipat!”

132 |hid,.
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Al-Ghazali dalam Kitab 7aya’ Ulum al-din jilid 2
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“Maka seyogyanya seseorang tidak
diperbolehkan melakukan penipuan kepada
temannya, dengan apa yang menurut
kebiasaannya, dia tidak akan bertipu daya
dengan itu. Adapun pokok penipu-dayaan itu
diizinkan karena berjual-beli adalah untuk
memperoleh keuntungan dan keuntungan itu
tidak mungkin, kecuali dengan suatu tipudaya.
Tetapi hendaklah dijaga berlebih kurang
padanya. Kalau pembeli memberikan tambahan
diatas  keuntungan yang biasa, ada
kalanyakarena bersangatan keinginannya atau
bersangatan hajatnya sekarang juga kepada
barang itu. Maka seharuslah penjual tidak
menolak menerimanya. Maka itu adalah
termasuk ihsan. Manakala tak ada penipuan,
niscaya tidaklah mengambil kelebihan itu
dinamakan kezaliman.”

138 Al-Ghazali, Ihya Ulum Ad-Din (Beirut: Dar al-Ma’rifat, 1431), 81.
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g. Kitab Fathul Bari syarah sahih Bukhari jilid 3
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134

“Telah bercerita kepada kami ['Ali bin
Abdullah] telah mengabarkan kepada kami
[Sufyan] telah bercerita kepada kami [Syabib bin
Gharfadah] berkata, aku mendengar [orang-orang
dari qabilahku] yang bercerita dari ['Urwah]
bahwa Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam
memberinya satu dinar untuk dibelikan seekor
kambing, dengan uang itu ia beli dua ekor
kambing, kemudian salah satunya dijual seharga
satu dinar, lalu dia menemui beliau dengan
membawa seekor kambing dan uang satu dinar.
Maka beliau mendoa'akan dia keberkahan dalam
jual belinya itu". Sungguh dia apabila berdagang

debu sekalipun, pasti mendapatkan untung"

1% Zain ad-Din Al-Hasan, Fath Al-Bari Li Ibn Rajab (Kairo: Dar al-
Haramain, 1431), 733.
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h. Asy-Sairazi dalam kitab figih Muhadzab jilid 1
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“Barang siapa membeli suatu barang, maka
diperbolehkan baginya untuk menjualnya dengan
modal dan lebih sedikit darinya, karena Nabi
SAW bersabda: “Jika berbeda jenis, maka juallah
sesukamu.””

135 Abu Ishagq Asy-Syairazi, “Al-Muhadzab Fi Al-lmam Asy-Syafi’i Li
Asy-Syairazi,” in 2 (Dar al-Kutub al-ilmiyah, 1431), 288.
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BAB IV
ANALISIS PERBANDINGAN HASIL PUTUSAN
LEMBAGA BAHTSUL MASAIL NAHDLATUL
ULAMA JAWA TIMUR DAN YOGYAKARTA

Analisis Hasil Putusan Lembaga Bahtsul Masail
Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Yogyakarta Dalam
Menetapkan Hukum Cyptocurrency

Permasalahan mengenai transaksi cryptocurrency
tidak semata-mata permasalahan teknologi maupun ekonomi
semata, namun telah masuk kawasan Figh. Nahdlatul Ulama
memiliki tugas merespon berbagai permasalahan yang
muncul didalam masyarakat. Keputusan yang dihasilkan
oleh organisasi islam dengan pengikut terbesar di Indonesia
menjadi salah satu pagar masyarakat dalam berkegiatan.
Sehingga keputusan dari bahtsul masail Nahdlatul Ulama
sangat berdampak kepada masyarakat. Meskipun tidak
mengikat sebagaimana undang-undang, bahtsul masail
memiliki kekuatan sebagai bahan rujukan dalam kehidupan
sehari-hari. Termasuk juga dalam menetapkan hukum
bertransaksi menggunakan cryptocurrency. Diantaranya
Intelektual NU Jawa Timur dan Yogyakarta yang merespon
munculnya Cryptocurrency sebagai trend Mata uang vitual
atau sebagai alat investasi untuk menjawab keresahan yang
muncul di masyarakat melalui bahtsul masa’il yang di
selenggarakan.

Mengenai persoalan pertama terkait pandangan figh
transaksi cryptocurrency sebagai sil’ah. Adapun keputusan

80
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Lembaga Bahtsul Masail NU Jawa Timur yang
diselenggerakan pada hari ahad 24 Oktober 2021, di Aula
KH. Bisri  Syamsuri memberikan putusan bahwa
cryptocurrency bertentangan dengan hukum ekonomi islam.

Ulama NU jawa Timur memutuskan bahwa
cryptocurrency  tidak dapat dikategorikan  sebagai
Sil’ah(komoditas). Ketua LBM NU Jawa Timur KH Ahmad
Asyhar Sofwan mengatakan penggunaan mata uang
cryptocurrency tidak memenuhi kategori si/’ah. Secara fikih
syarat utama untuk menjadi sil’ah adalah wujud baik secara
hissy(inderawi) ~maupun secara syar’an. Faktanya
cryptocurreny bersifat benda maya yang tidak ada
wujudnya. Berbeda dengan saham yang secara jelas
perusahaan yang mengaturnya ada dan dapat dilihat
karakteristiknya.

Berdasarkan keterangan sebelumnya pada bab 3,
Ulama NU Jatim menyebutkan bahwa si/’ak adalah serupa
dengan mabi’ (barang yang dapat diperjual belikan),
sehingga pada dasarnya jual beli harus memenuhi ketentuan
sebagaimana dinuqil dalam Hilyatu al-Ulama’ Fi Ma rifati
Madzahibi al-Fugoha Fi al-Risalah al-Haditsah karya Abu
Bakar (w. 705) pada keterangan sebelumnya. Hasil
keputusan hukum mengenai cryptocurrency tidak dapat
dikategorikan sebagai si/’ah oleh ulama NU Jawa Timur
merujuk Kitab Hasyiyah Bujairamy ala al-Khatib karangan
Ulama Klasik(Salaf)Syaikh Bujairamy :
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“Jual beli itu ada tiga perkara atau tiga macam,
dalam satu wajah ada 4 macam. Pertama, jualbeli
barang fisik yang bisa disaksikan oleh dua orang
yang saling melakukan akad. Maka hukumnya
adalah boleh sebab tidak adanya penipuan atau

gharar. Kedua jual beli sesuatu yang bisa
menunjukkan karakteristiknya dan berjamin”

Berdasarkan rujukan diatas cryptocurrency tidak
dapat digolongkan sebagai sil’ah(komoditas). tolak ukur
bahwa cryptocurrency tidak dapat dikategorikan sebagai
sil’ah karena tidak memiliki 2 (dua) unsur yakni sebagai
‘Ain Musyahadah (entitas wujud) maksud wujud disini
bukanlah dalam bentuk fisik tetapi berdasarkan manfaat
yang hadir dari barang itu sendiri. Kemudian tidak memiliki
unsur berupa Syaiin maushuf fi al-dzimmah (barang berjamin
aset) termasuk diantaranya aset berupa ain (materi), dain
(hutang), fi 'lin (pekerjaan/jasa/manafik, hak).

Terkait penggolongan cryptocurrency sebagai
sil’ah(komoditas) penulis kurang sepakat bahwa semua jenis
cryptocurrency  tidak dapat dikategorikan  sebagai
sil’ah(komoditas) apabila ditinjau dari ‘Adin Musyahadah
(berbentuk entitas fisik) dan Syaiin maushuf fi al-dzimmah

138 Al-Bujairamy, “Hasyiyah Bujairamy Ala Al-Khatib,” 4.
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(barang berjamin aset) termasuk diantaranya aset berupa ain
(materi), dain (hutang), fi lin (pekerjaan/jasa/manafik, hak).

Merujuk keterangan sebelumnya yang menjelaskan
mengenai cryptocurrency termasuk salah satunya bitcoin
merupakan cryptocurrency yang secara fikih dapat
dikategorikan sebagai sil’ah berdasarkan kategori ‘Adin
Musyahadah (entitas wujud), meskipun cryptocurreny
merupakan aset digital yang secara fisik tidak bisa
digenggam seperti halnya mata uang fiat, cryptocurrency
memenuhi kategori ‘ain musyahadah dimana cryptocurrency
mampu diakses secara transparan melalui blockchain
sehingga cryptocurrency termasuk bitcoin dinilai sebagai
harta dan berkategori ‘ain musyahadah. Kategori ‘ain
musyahadah ini dapat diketahui dengan adanya sistem
blockchain yang mendasari cryptocurrency tersebut.
Sebagaimana keterangan sebelumnya, menjelaskan bahwa
blockchain  menyimpan  segala  bentuk  transaksi
cryptocurrency.

Kategori  sil’ah  selanjutnya  adalah  bisa
diserahterimakan. Pada dasarnya bitcoin memiliki manfaat
sebagaimana mata uang pada umumnya yang membedakan
hanyalah bentuk dari dirinya sendiri yang berupa entitas
digital. Bitcoin dapat diserah terimakan antar pengguna
melalui blockchain menggunakan sistem peer to peer. Pada
penjelasan sebelumnya sistem peer to peer berfungsi sebagai
penyingkat relasi yakni transaksaki dari satu orang ke orang
lain yang bersifat terdesentralisasi. Sehingga dengan adanya
sistem peer to peer ini bitcoin termasuk harta yang bisa
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diperjualbelikan(si/’ah)  sebagai ~ komoditas  dengan
keamanan yang dijamin oleh cryptography sehingga terjauh
dari ketidakjelasan(gharar).

Pelarangan cryptocurrency selanjutnya adalah
disebabkan karena tidak adanya underlying aset atau tidak
berupa syaiin maushuf fi dzimmah(barang yang berjamin
aset). Sesungguhnya anggapan ini menurut penulis kurang
tepat. Dimana ada beberapa jenis cryptocurrency yang
memiliki underlying asset. Contohnya cryptocurrency
menggunakan underlying asset berupa uang fiat: USDT,
BUSD, BIDR, terdapat juga underlying AAA-rated cresit
investment yang dijamin pemerintah sepertihalnya obligasi,
terdapat juga aset berupa emas seperti DGX. Sehingga
menurut penulis pelarangan cryptocurrency sebagai sil’ah
didasarkan tidak adanya aset yang menjamin tidak terbukti
dan tidak sesuai.

Namun penulis lebih sepakat apabila cryptocurrency
dinilai  sebagai gimar  (perjudian). Disebabkan
cryptocurrency memiliki volatilitas harga yang sangat tinggi
menyebabkan fluktuasi harga anjlok dan melambung dengan
sangat cepat. Sehingga transaksi cryptocurrency diibaratkan
sebagai jual beli janin unta dalam kandungan (hablu al-
habala) dimana terdapat spekulasi yang sangat tinggi karena
bersifat untung-untungan. Sebagaimana rujukan Ulama NU
Jawa Timur pada karya Ulama Klasik(salaf) Shultanu al-
Ulama’ al-1zz ibn Abdi Al-Salam (w. 660H):
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“Rosulullah  SAW telah melarang jual beli
kandungannya-kandungan, jual beli mulagih,
mudlamin, mualamasah, munabadzah dan jual beli
hassah, seluruhnya termasuk akad fasid. Adapun
jual beli hablah al hablah, adalah jual beli dengan
harga tempo terhadap kandungannnya hewan yang
masih dalam kandungan, atau jual beli kandungan
sebelum wujud(nampak fisik)”

Sehingga menurut penulis, cryptocurrency dapat
layak disebut komoditas apabila tidak digunakan sebagai
instrumen spekulasi. Apabila banyak anggapan bahwa
cryptocurrency dapat disalahgunakan sebagai tindak
kejahatan seperti pencucian uang dan lain sebagainya. Hal
itu tidak menyebabkan keharaman cryptocurrency yang
telah memenuhi kategori sil’ah. Karena secara umum.
Penggunaan barang yang sah namun digunakan dalam
perkara yang haram tidak menyebabkan barang yang sah
dihukumi menjadi haram. Seperti ibarat imam al-ghazali
memaknai botol bir. Bahwa dari botol bir yang diharamkan
adalah isinya bukan botolnya sehingga cukum membuang
isinya saja. Sehingga kesimpulan penulis cryptocurrency
termasuk kedalam kategori harta atau mabi’ sehingga
menjadi  sil’ah atau komoditas yang layak untuk

137 Abd as-Salam, “Al-Ghayah Fi Ikhtishari Al-Nihayah.”. 324
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diperjualbelikan. Namun apabila terdapat pertanyaan adalah
kebolehannya dipakai untuk berspekulasi, maka menurut
penulis tidak diperbolehkan berdasarkan rujukan yang telah
diuraikan.

Mengenai  persoalan  cryptocurrency  sebagai
komoditas, Pengurus Wilayah  Nahdalatul Ulama
Yogyakarta memberikan putusan dalam bahstul masailnya
yang diselenggarakan di PPM AL-Hadi pada Ahad, 21
November 2021 Yogyakarta yang bersepakat bahwa
Cryptocurrency diperbolehkan dalam hukum islam dengan
mengecualikan jenis cryptocurrency yang tidak memenubhi
beberapa syarat sebagai Sil’ah.

Dalam kacamata Ulama NU  Yogyakarta
Cryptocurrency adalah buah perkembangan teknologi yang
semakin canggih mengharuskan kita bertransaksi dalam
sistem online dan menggunakan mata uang virtual termasuk
cryptocurrency. Seringkali rujukan dalam kitab klasik masih
kurang kuat untuk memecahkan permasalahan yang timbul
dari perkembangan zaman. Sehingga ulama NU Yogyakarta
memutuskan perkara cryptocurrency juga merujuk karya
ulama kotemporer(khalaf).

Dalam persoalan Cryptocurrency, ulama NU
Yogyakarta mengkategorikannya sebagai sil’ah merujuk
kepada karya ulama kotemporer (khalaf) Wahbah Zuhaili,
dalam Kitab Figh Islam Wa Adillatuhu :

LS g A et b U
4 Zo o A..0® 1< 204 4%~ oL et 1. o1
Us o5 2l & Jael S0 i B g5 12 055 O (JaY)



87

2

f:}-‘i/’.
3N by RS s & 356 b BRI
FA B DG 83 51Ty Ut el el 505 R &) &
win S5 81 b pas sl das o6 g NIRRT
IE 5 4ada VU &z 38 6 552 o Gl 555 1 el
aall SIS w7y W Gl g &N (wlad) pled
J5h & 33 56« paaall Lglas 055 B gt

B 3 g Al 6 il e Tk 055 0T (et
1389‘;\1}/%@

Adapun syarat-syarat untung barang dan harga ada lima:

1. Barang tidak bertentangan syara’, schingga menjual
bangkai, darah, dan barang yang tidak ditangan tidak
sah.

2. Barangnya harus bersih atau suci, tidak sah hukumnya
menjual barang najis sebagaimana khamr. Pendapat
yang masyhur dari imam Maliki yakni tidak boleh
menjual gading, kotoran binatangm dan minyak najis.
Namun dari lbnu Wahb dari Maliki membolehkan jual
beli barang-barang tersebut. Dalam hal ini, apabila
orang menganggap gading adalah taring maka
hukumnya sebagaimana bangkai.  Namun apabila
dianggap sebagaimana tanduk yang terbalik maka
hukum menjualnya sebagai mana hukum tanduk.

138 Az-Zuhaili, “Figh Islam Wa Adillatuhu,” 856.
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3. Barang memiliki manfaat secara syara’. Menjual barang
yang tidak memiliki manfaat didalamnya sebagaimana
menjual anjing, serangga, alat-alat musik. Namun
berbeda dengan imam maliki yang membolehkan
menjual belikan anjing untuk berburu untuk menjaga
hewan ternak. Dalam hal ini mereka terbagi menjadi
dua kelompok.

4. Barangnya harus diketahui kedua belah pihak yang
berakad. Sehingga tidak boleh menjual barang yang
tidak jelas.

5. Keduanya harus bisa diserahterimakan, tidak sah
hukumnya jika menjual barang yang tidak ada atau
tidak bisa di serahterimakan. Sebagaimana menjual ikan
yang masih di laut.

Diperkuat dengan rujukannya kepada kitab Figh

Muamalah karya ulama kotemporer karya Prof. Dr. Abdul

Aziz Muhammad Azzam:
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“Ada 5 syarat barang dan harga dalam jual beli:

1% Azzam, Figh Muamalat, 28.
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Barang yang ada dalam akad adalah suci

2. Dapat dimanfaatkan secara syara’ walaupun pada
masa akan datang seperti anak keledai

Mampu menyerahkan barang yang dijual
Mempunyai kuasa terhadap barang yang dijual
Mengetahui barang yang dijual baik zat, jumlah,
dan sifat.

Seungguhnya As-subki menyebutkan, kelima
syarat tersebut sesungguhnya merujuk pada dua
syarat saja yakni dimiliki dan bermanfaat karena
adanya  kemampuan untuk  menyerahkan,
mengetahui dan hak milik menjadi milik orang
berakad pada hakikatnya adalah syarat orang yang
berakad, dan syarat suci dikecualikan dari
kepemilikan karena najis tidak boleh menjadi hak
milik. Kemudian pendapat ini dijawab bahwa
semua urusan ini hanya sesuatu yang
dipersepsikan saja.”

ok~ w

Dari rujukan diatas para Mubahitsin menganggap
bahwa cryptocurrency dapat dikategorikan sebagai sil’ah.
sil’ah diartikan sebagai barang “suci, dapat diserah
terimakan, diketahui keduabelah pihak”. Mubahitsin
memaknai “Suci” ialah barang yang tidak memiliki unsur
ketidak pastian (gharar) maupun perjudian (gimar).
Berdasarkan uraian diatas penulis memahami bahwa
cryptocurrency salah satunya adalah bitcoin dianggap
berkategori sebagai komoditas disebabkan bitcoin termasuk
kedalam kategori sil/’ah dilihat dari bentuk digital yang dapat
diakses oleh para pengguna pada sistem blockchain.
Sehingga cryptocurrency bisa diserah terimakan dan dilihat
segala bentuk transaksinya melalui blockchain. Sehingga
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barang tersebut memiliki manfaat berdasarkan kesepakatan
sekelompok orang. Bitcoin dikatakan sebagai entitas
cryptocurrency yang terbebas dari gharar, alasan yang
mendasari ketiadaan gharar ialah adanya cryptography yang
menjamin  cryptocurrency.  Sebagaimana  keterangan
sebelumnya bahwa  cryptography bertujuan  untuk
mengamankan isi data atau kerahasiaan informasi dari orang
lain yang tidak berhak untuk mengaksesnya.

Berdasarkan keterangan diatas penulis sepakat
bahwa terdapat beberapa jenis cryptocurrency yang
memenuhi kategori si/’ah. Salah satunya bitcoin, disebabkan
jumlahnya yang terbatas. Jumlah terbatas ini memberikan
pengaruh keseimbangan dan kestabilan keuangan negara.
Telah dijelaskan sebelumnya keterangan dalam bab 3 bahwa
cryptocurrency yang diperbolehkan ialah berdasarkan
prinsip supply and demand yang diperbolehkan dalam
hukum islam. Keterbatasan jumlah inilah yang akan
mendukung kestabilan keuangan negara. Berbeda halnya
dengan cryptocurrency jenis lain yang tidak terbatas,
keberadaanya yang tidak terbatas menjadikan ambang kritis
dunia. Diibaratkan sebagaimana uang kertas mainan hanya
bernilai saat dibutuhkan. Sehingga apabila produksi
cryptocurrency yang tidak terbatas akan menyebabkan
inflasi. Sehingga menurut penulis cryptocurrency salah
satunya bitcoin merupakan jenis cryptocurrency yang dapat
memenuhi kategori sebagai sil’ah maupun komoditas.

Persoalan kedua ialah tentang cryptocurrency
sebagai mata uang. Keputusan dari lembaga bahtsul masail
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NU Jawa Timur mengatakan bahwa Cryptocurrency sebagai
mata uang melanggar undang-undang no.7 tahun 2011
tentang mata uang yang menyatakan bahwa mata uang
adalah uang yang dikeluarkan Negara Kesatuan Republik
Indonesia dari setiap transaksi yang mempunyai tujuan
untuk melakukan pembayaran, atau kewajiban lain yang
harus dipenuhi dengan uang.'*® Sehingga dengan ini Bank
Indonesia menegaskan melalui surat edaran No. 20/4/Dkom
bahwa virtualcurrency termasuk cryptocurrency tidak sah
digunakan sebagai alat pembayaran.'*!

Berdasarkan keterangan diatas penulis sepakat
bahwa dalam padangan islam cryptocurrency tidak
memenuhi  kategori sebagai mata uang (tsaman).
Dikarenakan penggunaan alat tukar dalam suatu negara
diatur oleh pemerintah negara, disini yang berwenang ialah
Bank Indonesia. Sebagaimana diwajibkan patuh kepada
imam(pemerintah) dalam hal pemakaian cryptocurrency
sebagai mata uang, yang termaktub dalam kitab Bughyatul
Murtasyidin halaman 91:
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140 Zain, “Mining-Trading Cryptocurrency Dalam Hukum Islam,” 128.

! Bank Indonesia, “Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh
Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli Atau Memperdagangkan Virtual
Currency,” www.bi.go.id, 2018, Di akses pada 19 Mei 2022
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“Wajib hukumnya mematuhi perintah pemimpin di
dalam segala hal yang menjadi wilayah
kekuasaannya, seperti membayar zakat mal zhahir.
Namun, untuk hal yang di luar kewenangan
kekuasaan pemerintah, seperti melaksanakan hak-
hak wajib atau sunah, maka boleh ia
melaksanakannya dan bebas untuk bertasharruf di
dalam  kepentingannya. Dan apabila yang
diperintahkan itu bersifat mubah, makruh atau
haram maka tidak wajib melaksanakan perintah
tersebut seperti yang telah diungkapkan oleh Imam
Romly di dalam kitab Tuhfah, namun imam Romly
ragu akan pendapat tersebut, dan pada akhirnya
Imam Romly lebih condong untuk mewajibkan
semua perkara yang diperintahkan oleh imam
walaupun perkara yang diperintahkan tersebut
haram dilakukan. Akan tetapi pelaksanaannya secara
dhohir saja.”**

Berbeda halnya dengan intelektual NU Yogyakarta
yang mengatakan bahwa cryptocurrency sebagai mata uang
adalah buah perkembangan zaman, dimana serba digital
yang mengharuskan transaksi ekonomi berkembang dan
menjamah dunia digital juga. Sehingga penggunaaan

142 Abdurrahman, Bughyatul Murtasyidin, 91.
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cryptocurrency sebagai mata uang diperbolehkan dan
mendorong Pemerintahan Negara mengatur legalitas
penggunaanya sebagai mata uang guna mengikuti kebiasaan
suatu komunitas.

Keterangan tersebut diperkuat dengan anggapan
bahwa cryptocurrency sebagai mata uang jauh lebih terbebas
dari riba, sebagaimana keterangan sebelumnya bahwa
konsep jaringan peer-to-peer dalam blockchain yang
terdapat pada cryptocurrency mampu menyelamatkan
pengguna dari kerugian (riba). Peer-to-peer adalah
tekhnologi yang didasarkan pada prinsip yang sangat
sederhana yakni konsep desentralisasi, jaringan peer-to-peer
dalam blockchain memungkinkan semua aset crypto dapat
ditransfer keseluruh penjuru dinia, tanpa adanya campur
tangan pihak ketiga yakni bank. Berbeda dengan uang kartal
penerbitan dan mekanisme transaksinya diatur oleh pihak
ketiga yakni bank.

Berdasarkan uraian tersebut penulis tidak sepakat
bahwa cryptocurrency dijadikan sebagai mata uang.
Meskipun cryptocurrency seringkali diartikan sebagai mata
uang digital karena mempunyai fungsi yang serupa dengan
uang yang kita genggam setiap harinya, cryptocurrency
tidak dapat digunakan sebagai alat tukar karena tidak
memenuhi kriteria sebagai mata uang di Indonesia. Yakni
legal tender atau yang mengatur tentang cryptocurrency
sebagai alat pembayaran. Disamping itu Ulama NU
Yogyakarta kurang cermat dalam mempertimbangkan
adanya gharar dalam cryptocurrency, nilainya yang tidak
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stabil karena fluktuasi harga yang begitu tinggi sehingga
menyebabkan kerusakan berupa gharar (ketidak jelasan),
maysir(pertaruhan) dan dharar(bahaya). Selain itu Suply dan
peredarannya juga tidak diatur, sehingga bisa saja
berdampak pada kestabilan ekonomi.

Analisis Perbandingan Hasil Putusan Lembaga Bahtsul
Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur dan Yogyakarta
Dalam Menetapkan Hukum Cyptocurrency

Keputusan yang dihasilkan oleh lembaga bahtsul
masail NU memang tidak memiliki kekuatan hukum
mengikat serupa dengan undang-undang, akan tetapi
keputusan hukum yang diperoleh dari hasil musyawarah
lembaga bahstul masail NU seringkali dijadikan rujukan
bermasyarakat dalam lingkup ibadah hingga muamalah.

Bahstul masail merupakan tradisi autentik Nahdlatul
ulama. selingkali terjadi perbedaan keputusan terhadap suatu
masalah yang dibahas dalam lembaga bahstul masail. Seperti
halnya berbedanya keputusan hukum  bertransaksi
menggunakan cryptocurrency dari lembaga bahstul masail
NU Jawa Timur dan Yogyakarta.

Berdasarkan uraian sebelumnya, Penulis
menyimpulkan terjadi perbedaan keputusan hukum yang
diambil oleh Lembaga Bahtsul Masail NU Jawa Timur
maupun Yogyakarta mengenai transaksi cryptocurrency
pada dasarnya mencakup 2(dua) hal diantaranya:

1) Sumber rujukan yang berbeda.
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Meskipun keduanya mengambil rujukan dari
kitab mu’tabarah dari kalangan imam madzhab,
lahirnya perbedaan pemahaman terjadi dikarenakan
berbedanya dalam pengambilan rujukan. Lembaga
Bahtsul Masail NU Yogyakarta dalam memutuskan
hukum  transaksi  cryptocurrency tidak hanya
menggunakan kitab-kitab karya ulama klasik tetapi juga
kitab-kitab ulama kotemporer. LBM NU Yogyakarta
menilai bahwa cryptocurrency muncul  seiring
berkembangnya zaman dan Kkitab-kitab klasik tidak
terdapat pembicaraan mengenai dunia digital, sehingga
pada saat yang sama selain merujuk kitab klasik LBM
NU Yogyakarta juga merujuk kitab-kitab karya ulama
kotemporer. Diantaranya rujukan dari LBM NU
Yogyakarta terdiri dari dua kelompok yakni; pertama,
ulama kelompok mutakhir (khalaf), seperti wahbah
azzuhaili (1932-2015), Yusuf al-Qaradawi (1926-2012),
dan Prof. Dr. Abdul Aziz Muhammad Azzam. Kedua,
kelompok ulama klasik (salaf) seperti al-Ghazali (1058-
1111), Ibnu Hajar Al-Asqalani (1372-1449), dan As-
Suyuthi (1445-1505).

Berbeda halnya LBM NU Yogyakarta, LBM
NU Jatim memecahkan masalah mengenai hukum
transaksi cryptocurrency cenderung merujuk pada kitab
Ulama klasik (salaf) diantaranya; Syaikh Jamal (w.
1204 H) Abu Bakar (w. 705), Syaikh Bujairamy (w.
1221 H) dan Shultanu al-Ulama’ al-1zz ibn Abdi Al-
Salam (w. 660H).
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Penulis memahami pengambilan  rujukan
berdasarkan kebutuhan zaman menjadi salah satu tolak
ukur dalam memutuskan sebuah masalah. Dalam
problematika transaksi cryptocurrency dibutuhkan
rujukan-rujukan yang relevan untuk dijadikan dasar
keputusan.  Cryptocurrency  merupakan  masalah
kotemporer yang tidak ditemukan dalam rujukan Kklasik.
Sehingga pengambilan rujukan oleh Ulama NU
Yogyakarta dalam  memutuskan  cryptocurrency
menggunakan rujukan ulama kotemporer (khalaf)
merupakan tindakan tepat berdasarkan zaman.

Perbedaan pemahaman  Cryptocurrency  sebagai
tsaman(alat tukar) mapun mutsman(barang yang di
perjual belikan)/komoditas(sil’ah).

Perbedaan pengambilan rujukan dari karya
ulama  Kklasik(salaf)  maupun  karya  ulama
kotemporer(khalaf) berpengaruh terhadap pemahaman
dalam memutuskan sebuah permasalahan. Sebagaimana
rujukan yang digunakan dalam mengkategorikan suatu
barang sebagai si/’ah atau komoditi, Ulama NU Jawa
Timur cenderung memaknai si/’ah merujuk dari karya
ulama klasik (salaf) diantaranya Kitab Hasyiyah
Bujairamy ala al-Khatib yang menyebutkan bahwa
kategori barang bisa dianggap sebagai sil’ah harus
memenuhi 2(dua) kriteria. Yang pertama, barang berupa
‘ain musyahadah(entitas  wujud).  Cryptocurreny
merujuk ibarah dari kitab al-bujairamy dimaknai



97

sebagai  entitas yang tidak terlihat artinya
cryptocurrency merupakan aset fiktif digital yang
keberadaannya hanya berupa angka tanpa danya
manfaat. Yang kedua, barang dikategorikan sil’ah
disyaratkan sebagai syaiin maushuf fi al-dzimmah
(barang berjamin aset).

Sedangkan sil’ah menurut pandangan Ulama
NU Yogyakarta merujuk kepada ulama kotemporer
(khalaf) diantaranya merujuk pada Kitab Figh Islam Wa
Adillatuhu karya ulama kotemporer Wahbah Zuhaili.
Berdasarkan rujukan tersebut, kategori sil’ah melekat
pada suatu barang apabila barang tersebut “suci’.
memaknai kata “Suci” ialah barang yang tidak memiliki
unsur ketidak pastian (gharar) maupun perjudian
(gimar).

Mengenai persoalan cryptocurrency sebagai
mata uang. Ulama NU Jawa Timur memutuskan hukum
cryptocurrency berdasarkan hukum positif. Kedudukan
cryptocurrency sebagai mata uang virtual bertentangan
dengan undang-undang no.7 tahun 2011 tentang mata
uang yang menyatakan bahwa mata uang adalah uang
yang dikeluarkan Negara Kesatuan Republik Indonesia
dari setiap transaksi yang mempunyai tujuan untuk
melakukan pembayaran, atau kewajiban lain yang harus
dipenuhi dengan uang. Dalam hukum positif, Mata
uang ialah alat pembayaran atau alat untuk pemenuhan
kebutuhan yang dikeluarkan oleh pemerintahan negara.
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Keputusan Ulama NU Yogyakarta
membolehkan cryptocurrency sebagai mata uang
merujuk pada hukum islam. Dimana cryptocurrency
dalam hukum islam dapat dikategorikan sebagai mata
uang atau harta melalui kesepakatan sekelompok orang.
Sehingga kesepakatan ini menjadikan cryptocurrency
memiliki manfaat sebagai alat tukar dan bisa
diserahterimakan sebagaimana mata uang semestinya.

Berdasarkan perbandingan analisis keputusan mengenai
cryptocurrency sebagai alat tukar maupun komoditas, penulis
memiliki dua jawaban hukum mengenai penggunaan
cryptocurrency sebagai si/ ‘a2 maupun mata Uang:

1) Haram, faktor yang menyebabkan keharaman dalam transaksi
cryptocurreny diantaranya:
pertama, mengandung unsur gharar dan maysir.
Cryptocurrency memiliki nilai yang begitu fluktuatif. Dimana
sekarang harganya tinggi kemudian dalam beberapa saat
berikutnya harganya akan anjlok atau melambung lebih tinggi.
Hal itu disebabkan karena cryptocurrency sangat dipengaruhi
oleh supply and demand yang tidak dapat dikendalikan.'*
Jelas islam melarang tindakan ketidakjelasan dalam
muamalah. sebagaimana pelarangan kegiatan tersebut
termaktub dalam Q.S. Al-Maidah (5):90 yang bunyinya:

143 Jati dan Zulfikar, “Transaksi Cryptocurrency Perspektif Hukum
Ekonomi Syariah,” 144-46.
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“Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya
minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala,
dan mengundi nasib dengan anak panah adalah
perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka,
jauhilah  (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu
beruntung.

Kedua, cryptocurrency tidak memiliki payung hukum
sebagai penjamin apabila terjadi kerugian maupun sengketa
ketika bertransaksi menggunakan cryptocurrency. Kegiatan
penerbitan dan pelegalan mata uang baik kartal maupun
elektronik adalah salah satu tugas negara yang turut andil
didalamnya. Hal ini disebabkan adanya transaksi serta adanya
kegiatan muamalah menggunakan mata uang kartal maupun
elektronik merupakan hal yang mendasar terjadinya
kemaslahatan bagi umat. Untuk mengendalikan agar tidak
terjadi tindakan kriminal, Maka diperlukan adanya peraturan
atau pengawasan.'** Cryptocurrency sangat memungkinkan
digunakan sebagai alat kriminal diantaranya sebagai
instrumen  spekulasi  atau  pengelabuhan.  Sehingga
sebagaimana dalam Q.S an-Nisa hal itu merupakan perbuatan

144 Bagas Heradhyaska dan Pas Ingrid Pamesti, “Regulasi Dewan
Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah Di Indonesia,” Jurnal Hukum Ekonomi
Islam 5, no. 1 (2021): 81.
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“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
memakan harta sesamamu dengan cara yang batil
(tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar
suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu
membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha
Penyayang kepadamu.”

Berdasarkan hal tersebut, cryptocurrency tidak
termasuk bentuk mata uang resmi yang sah diterbitkan oleh
lembaga berwenang milik negara. Maka pada posisi
legalitasnya secara hukum vyaitu dengan diterbitkannya
Peraturan Bank Indonesia sebagaimana diatur dalam PBI
18/40/PB1/2016 tentang Pemrosesan Transaksi Pembayaran
dan dalam PBI 19/12/PBI1/2017 Tentang Penyelenggaran
Teknologi Finansial yang menyebutkan bahwa otoritas sistem
pembayaran, Bank Indonesia melarang seluruh penyelenggara
jasa sistem pembayaran menggunakan virtual currency.'*

Mubah (Boleh). Terdapat beberapa jenis cryptocurrency yang
sah digunakan sebagai si/'ah atau komoditas.

4% Bank Indonesia, “Bank Indonesia Memperingatkan Kepada Seluruh

Pihak Agar Tidak Menjual, Membeli, Atau Memperdagangkan Virtual
Currency,” 2022, www.bi.go.id. Di akses pada 19 Mei 2022
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Sebagai sil’ah cryptocurrency merupakan aset yang
dapat diperjualbelikan selama memenuhi syarat-syarat sebagai
komoditas(sil’ah) diantaranya memiliki fisik meskipun digital,
memiliki nilai, diketahui jumlahnya, bisa diserah terimakan,
memiliki underlying dan bisa dimanfaatkan. Terdapat
beberapa aset cryptocurrency yang telah memenuhi kategori
sebagai si/’ah salahsatunya Bitcoin. Bitcoin ini memiliki
underlying asset berupa biaya penerbitannya dan jumlahnya
diketahui terbatas sampai 21 juta keping didunia. Sehingga
dalam hal ini cryptocurrency jenis bitcoin merupakan aset
crypto  yang secara sah  dikategorikan  sebagai
sil’ah(komoditas) yang diperjual belikan.

Sebagai mata uang, apabila pihak otoritas yang
berwenang dalam hal ini adalah bank Indonesia telah
mengatur penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang
sehingga bahaya gharar dan potensi kriminal lainnya dapat
teratasi maka penggunaan cryptocurrency secara sah dapat
digunakan sebagai mata uang lokal maupun globlal.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Setelah mengkaji, menganalisis dan membandingkan
antara putusan LBM NU Jawa Timur dan Yogyakarta Tahun

2021 tentang cryptocurrency penulis menyimpulkan :

1. Cryptocurrency menurut LBM NU Jawa Timur dinyatakan
haram dengan alasan cryptocurrency merupakan aset
fiktif(ma dum) dan tidak dapat digunakan sebagai alat tukar
karena bertentangan dengan Undang-undang No.7 Tahun
2011 tentang mata uang. Sedangkan LBM NU Yogyakarta
membolehkan cryptocurrency karena dapat dikategorikan
sebagai sil’ah juga mata uang. Sehingga pemerintah
diharuskan membuat regulasi mengenai cryptocurrency
sebagai mata uang.

2. Perbedaan keputusan disebabkan karena berbedanya sumber
rujukan yang dipakai dan perbedaan pemahaman mengenai
si’ah maupun mata uang. Sehingga Menurut penulis
transaksi menggunakan Cryptocurrency terdapat dua hukum.
Pertama, haram, kandungan gharar, maysir, serta tidak
adanya legal tender yang memungkinkan cryptocurrency
digunakan sebagai instrumen spekulasi. Kedua, Mubah,
terdapat beberapa jenis cryptocurrency yang memenuhi
kategori sil’ah sehingga sah untuk diperjualbelikan dan
ketika terdapat legal tender yang dapat menghilangkan
potensi gharar, maysir akibat perbuatan kriminal, maka
cryptocurreny sebagai mata uang sah digunakan.

102



103

B. Saran
Dalam Skripsi ini penulis akan menyampaikan saran-
saran yang mungkin perlu ditelaah kembali yaitu:

1. Penelitian yang telah penulis lakukan masih terdapat
banyak  kekurangan.  Disebabkan  cryptocurrency
merupakan hal baru yang menjadi pro kontra
dimasyarakat islam khususnya. Sehingga penelitian ini
masih perlu pembaruan apabila terdapat keputusan
hukum vyang berlanjut melalui peraturan pemerintah
maupun melalui keputusan kesepakatan Ulama’.

2. Walaupun Cryptocurrency memiliki unsur nilai dan harga
sehingga boleh digunakan sebagai instrument investasi.
Namun pemerintah melalui lembaga otoritas keuangan
Indoesia tidak memberikan payung hukum terhadap
cryptocurrency sebagai alat pembayaran atau mata uang
yang sah, maka dari itu pengguna harus bijak dalam
menggunakan  cryptocurrency  sebagai  instrument
investasi karena resiko ditanggung sendiri.

C. Penutup

Demikian  sedikit  kajian  terhadap  hukum
cryptocurrency sebagai si/’ah (komoditas) maupun alat tukar
berdasarkan perbandingan hasil keputusan bahsul masail NU
Jawa Timur dan Yogyakarta.

Alhamdulillahi rabbil ‘alamiin, atas rahmat, taufig,
hidayah dan inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan
penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam



104

kepada baginda Nabi Muhammad SAW semoga memperoleh
syafaatnya di yaumil giyamah nanti.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata
sempurna disebabkan keterbatasan penulis. Oleh karena itu,
kritik dan saran yang membangun sangat penulis butuhkan
demi kesempurnaan skripsi ini dan demi kemajuan di masa
mendatang.

Al-Akhir, penulis mengucakan terimakasih kepada
semua pihak yang telah berkontribusi baik membantu maupun
mensupport dalam penyelesaian skripsi ini, semoga dengan ini
senantiasan Allah SWT memberikan RahmatNya. Semoga
Skripsi ini menjadi manfaat bagi penulis maupun pembaca
pada umumnya.
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Yopyakarta memmuskan:

1. Ekonomi menmpakan begizn dar ranzh hulum Islam yang bersifat dmamis (an-nadzar ilo
al-ma’ani). Perkembangan tekmologi digitl berpengaruh pada perubahan alat tukar, benmb
komoditas, manpun pola transaks. Hulﬂun]slamudaltmenf,am:ﬁmalatndrarsmﬁhanﬁ
digumalkzn. Dialam hlom Islam, jenis alat takar menpilot kebiaszan suam komumitzs | ‘wrfl.
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pengpunsanoy: semekin ekstensif Sebagal alat whker maupmm sebagsi  komoditas,
crypéocurmency dibolebkan dalam hokum Islam. Iz memenuhi syarat baik sebagai a]atmka'r
(al-aman) meupun sebepai komodites (olmusman) di anterenyva; memiliki manfaac
(mumtafa’), bisa disershierimaken (mogdur ‘ole foslimih), dan bisa dizkses jenis serta
sifamya oleh kedua belzh pihak (mo'fuman [l ‘agidsin). Hal ini mengecuslikan berbagai
varian cryprocurrency yvang tdak memennbi beberapa syarat tersebut.

2. Sebapzimana penjelasan dam pelakn dan zhii blockchain, asumsi adamya wnsuwr bahayz dan
resikp akibat ketidakjelssan (ghoror) serz perjudian (gimar) tidak diketermkan dal=m
prakik crypéocurrency. Flukmasi harpa mengikun hukom pasar (supply and demand) yang
dibolehkan secara hukum Islam Denpan tekmologl digita] blockchain dan cryprography, ia
juga memilild tinpkat keamanan yang tinggl, mampa terhindar dan wpaya kecorangan dan
manipulasi Crypeocurrency sudah terbukd beroperasi dalam jappks wakm yang lama dan
bertzhan sampat s=at i

3. Seiring pertumbuban crypiocurrency di duniz yang semakin ekstensif, memjadi mgas
pemerinizh negare Republik Indonesia untuk membust regulasi yamg mengamr
crypocurrency sebagal zlat tokar (oi-aman) meupun komoeditas (el-mostsman) di
Indonesia.
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